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KATA PENGANTAR

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang menegaskan bahwa
penataan ruang yang berbasis mitigasi bencana diperlukan sebagai upaya meningkatkan
keselamatan dan kenyamanan kehidupan dan penghidupan. Untuk semakin memantapkan
peran dan fungsi penataan ruang dalam pengurangan resiko bencana akibat perubahan
iklim, maka diperlukan adanya kebijakan dan strategi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim

bidang penataan ruang yang adaptif dan responsif.

Berdasarkan hasil analisis awal, terdapat 7 (tujuh) kota di Indonesia yang termasuk
dalam 136 (seratus tiga puluh enam) lokasi prioritas Pengurangan Risiko Bencana (PRB) di
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019, dan sekaligus termasuk
dalam kategori 50 (lima puluh) wilayah ter-rentan perubahan iklim dalam Rencana Aksi
Nasional — Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) 2014. Kota tersebut adalah: Kota Bandung,
Surabaya, Bogor, Depok, Tangerang, Malang, dan Balikpapan. Tujuh kota ini dapat
dipertimbangkan sebagai kota-kota prioritas di Indonesia untuk didorong menjadi kota

tangguh bencana dan berketahanan perubahan iklim (Resilient City).

Di Tahun Anggaran 2016 Direktorat Jenderal Tata Ruang cq. Direktorat Penataan
Kawasan melakukan Kegiatan Peningkatan Kualitas Tata Ruang untuk Mewujudkan Kota
Tangguh Bencana dan Berketahanan Perubahan Iklim, yang dimulai dengan menilai tingkat
ketangguhanan bencana dan ketahanan perubahan iklim pada kota-kota prioritas tersebut.
Hasil penilaian yang dilakukan akan menjadi salah satu dasar dalam penyusunan dan/atau
penyempurnaan rencana aksi (action plan) untuk mewujudkan Resilient City, yang
selanjutnya perlu diintegrasikan ke dalam rencana tata ruang wilayah kota. Buku ini
merupakan buku kedua dari serangkaian buku yang menjelaskan metode yang digunakan,

mulai dari penyusunan peta kawasan rawan bencana, perumusan program terkait
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pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim serta pengintegrasian program

ke dalam tata ruang.

Diharapkan buku ini dapat menjadi salah satu referensi untuk mengintegrasikan program
yang bersifat sektoral ke dalam tata ruang. Sehingga mampu meningkatkan kualitas tata

ruang guna menuju ketangguhan kota.

Jakarta, Desember 2016

Tim Penulis
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Indonesia adalah negara yang rawan
terhadap bencana alam seperti banjir,
kekeringan, badai, tanah longsor, letusan
gunung berapi, dan kebakaran lahan dan
hutan. Indonesia  telah  mengalami
bencana terkait iklim yang lebih sering
dan parah dalam beberapa tahun terakhir.
Bencana banjir dan angin kencang
mencakup sekitar 70% dari total bencana
dan sisanya 30% terkait dengan
kekeringan, tanah longsor, kebakaran
hutan, gelombang panas, badai, rob, dan
lain lain. Dalam periode 2003-2005 saja,
ada sekitar 1429 kejadian bencana di
Indonesia. Sekitar 53,3 persennya terkait
bencana hidro-meteorologi (BAPPENAS
dan Bakornas PB, 2006).

Urbanisasi telah meningkatkan populasi
penduduk di kawasan perkotaan yakni
sebesar 60% populasi penduduk tinggal di
kawasan perkotaan dan 40% di kawasan
perdesaan. Kota merupakan pusat dari
kegiatan ekonomi, infrastruktur,
transportasi dan pusat aktivitas berbagai

macam kegiatan penduduk. Aktivitas

kegiatan di kawasan perkotaan ini telah

meningkatkan bahaya akan perubahan
iklim yakni dengan adanya peningkatan
gas rumah kaca yang dapat meningkatkan
intensitas dan frekuensi dari kejadian
bencana. Selain itu, kegiatan di kawasan
kota juga menjadikan kota rentan
terhadap bencana terutama bencana
akibat perubahan iklim. Studi awal terkait
kerentanan kota terhadap bencana
perubahan iklim telah tercantum dalam
Rencana Aksi Nasional - Adaptasi
Perubahan Iklim (RAN API) 2014.
Berdasarkan hasil analisis awal, terdapat 7
(tujuh) kota di Indonesia yang termasuk
dalam 136 lokasi prioritas Pengurangan
Risiko Bencana (PRB) di Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN)
2015-2019, dan sekaligus termasuk dalam
kategori 50 wilayah terentan perubahan
iklim dalam RAN-API 2014. Kota tersebut
adalah: Kota Bandung, Surabaya, Bogor,
Depok, Tangerang, Malang, dan
Balikpapan. Maka tujuh kota ini dapat
dipertimbangkan  sebagai kota-kota

prioritas di Indonesia untuk didorong

menjadi kota tangguh bencana dan
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berketahanan perubahan iklim (Resilient
City). Kota tangguh adalah kota yang
memiliki kemampuan beradaptasi dan
untuk bangkit/dibangun kembali terhadap
bencana (Ward C, 2007).

Upaya pengurangan risiko terhadap
bencana telah  diamanatkan  dalam
undang-undang. Undang-Undang No. 24
Tahun 2007 Tentang Penanggulangan
Bencana telah mengamanatkan tentang
upaya pengurangan risiko bencana
termasuk bencana akibat perubahan iklim.
Salah satu upaya pengurangan risiko
bencana ini dapat dilakukan melalui
pendekatan dari penataan ruang. Undang-
undang No. 26 Tahun 2007 Tentang
Penataan Ruang menegaskan mitigasi
bencana menjadi suatu aspek yang
penting diperhatikan. Bahwa penataan
ruang wajib  memperhatikan  aspek
kebencanaan yang berada di dalam suatu
daerah dengan mengintegrasikan mitigasi
bencana ke dalam rencana tata ruang.
Substansi dalam perencanaan ruang

mencakup rencana struktur ruang dan

rencana pola ruang. Upaya integrasi

pengurangan risiko bencana ke dalam
penataan ruang perlu dilakukan guna
meningkatkan kualitas tata ruang untuk
mewujudkan kota tangguh bencana dan
berketahanan perubahan iklim. Upaya
yang diperlukan dalam peningkatan
kualitas tata ruang ini adalah  melalui
telaah terhadap peraturan/kebijakan dan
upaya mitigasi/pengurangan risiko
bencana dan adaptasi perubahan iklim
bidang penataan ruang, analisis risiko
bencana baseline , analisis risiko bencana
proyeksi, kajian risiko perubahan iklim,
penilaian tingkat ketangguhan,
merumuskan kosep, kebijakan, strategi
dan program dan pengintegrasian
program ke dalam rencana tata ruang.

Telaah kebijakan ini  meliputi telaah
terhadap rencana strategis, rencana tata
ruang wilayah, rencana penanggulangan
bencana, dan rencana aksi perubahan
iklim yang dimiliki oleh kota-kota prioritas
yang meliputi Kota Bandung, Depok,
Tangerang, Bogor, Surabaya, Malang dan
Balikpapan. Serta meliputi berbagai aspek

yakni aspek kelembagaan,
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pembiayaan/anggaran, data kebencanaan,

infrastruktur mitigasi bencana,
keselamatan fasilitas vital, penataan ruang
di kawasan rawan bencana, edukasi dan
informasi publik, perlindungan ekosistem
yang berfungsi mitigasi dan adaptasi,
kesiapsiagaan, dan aspek rehabilitasi dan
rekonstruksi  pasca bencana. Telaah
kebijakan ini menjadi dasar dalam
perumusan isu-isu strategis.

Analisis risiko bencana baseline meliputi
analisis bahaya, kerentanan dan kapasitas.
Analisis bahaya yakni bahaya terhadap
bencana banjir, longsor, gempa,
kekeringan, gunung api, tsunami dan
bencana banjir rob/kenaikan muka air laut.
Analisis kerentanan yang mencakup pada
kerentanan sosial, ekonomi, fisik dan
lingkungan. Adapun analisis kapasitas
yang dilakukan yakni ketersediaan alokasi
sumber daya, ketersediaan program
terkait pengurangan risiko bencana,
pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi,
tingkat pertumbuhan permukiman,

ketersediaan program simulasi bencana.

Analisis risiko bencana proyeksi mencakup

hasil identifikasi proyeksi suhu dan curah
hujan dari BMKG yang dibandingkan
dengan hasil analisis bahaya, proyeksi
tingkat kerentanan dan tingkat kapasitas.
Berdasarkan hasil analisis risiko baseline
dan risiko proyeksi ini menjadi kajian hasil
analisis risiko perubahan iklim.

Penilaian tingkat ketangguhan bencana
dan ketahanan perubahan iklim kota
dilakukan melalui dua yakni: 1) Penilaian
keruangan dan 2) Penilaian berdasarkan
Pedoman yang disusun oleh United
Nations International Strategy for Disaster
Reduction (UNISDR). Penilaian
komprehensif yang terdiri dari  kriteria
meliputi: 1) Kriteria Tata Ruang, 2) Kriteria
Infrastruktur Dasar, 3) Kriteria Fasilitas
Pelayanan Publik, 4) Kriteria Sosial
Ekonomi, 5) Kriteria Penelitian Teknologi
dan Ekosistem, 6) Kriteria Perencanaan
dan Perizinan, 7) Kriteria Kemampuan
Dasar, dan 8) Kriteria Kelembagaan dan
Anggaran.

Sedangkan penilaian berdasarkan kriteria

UNISDR dilakukan melalui metode skoring
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pada tingkat ketangguhan suatu wilayah
terhadap bencana alam.

Hasil dari analisis telaah kebijakan, kajian
risiko  perubahan iklim, penilaian
ketangguhan  merupakan dasar dari
perumusan konsep, kebijakan dan strategi.
Perumusan program-program didasarkan
dari hasil identifikasi program kebijakan
rencana pemda yang berkaitan dengan
PRB dan API serta program-program PRB
dan APl yang  direkomendasikan.
Identifikasi program kebijakan rencana
pemda yang berkaitan dengan PRB API ini
dilakukan terhadap Renstra SKPD, RTRW
Kota, dan dokumen rencana PRB dan API
Kota. Sedangkan program-program PRB
dan APl  yang  direkomendasikan
didasarkan pada hasil analisis kesesuaian
peruntukan ruang dan ketentuan teknis

peruntukan ruang antara rencana pola

ruang, penggunaan lahan dan standar

penataan ruang di kawasan rawan
bencana, strategi, kajian risiko perubahan
iklim, dan penilaian ketangguhan.

Hasil dari analisis kesesuaian peruntukan
ruang dan ketentuan teknis peruntukan
ruang antara rencana pola ruang,
penggunaan lahan dan standar penataan
ruang di kawasan rawan bencana ini
menentukan lokus-lokus yang
disinkronkan dengan program PRB dan
API yang selanjutnya dilakukan analisis
timeline untuk penentuan dan
penyempurnaan rencana aksi di Kota
Bandung, Surabaya, Bogor, Depok,
Tangerang, Malang, dan Balikpapan.
Rumusan program-program PRB dan API
yang direkomendasikan selanjutnya
diintegrasikan dengan rencana tata ruang

yang meliputi rencana struktur ruang dan

rencana pola ruang.
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KERANGKA PIKIR

Gambar 1 Kerangka Pikir

Mewujudkan Kota Tangguh dan Berketahanan Melalui Peningkatan Kualitas Tata Ruang






METODOLOGI PENINGKATAN

KETANGGUHAN KOTA

Pendekatan merupakan sudut pandang
atau titik tolak terhadap proses menuju
tujuan yang diharapkan. Pada buku ini
terdapat tiga substansi utama yang
dibahas yaitu perubahan iklim, mitigasi
bencana dan penataan ruang. Pendekatan
yang digunakan dalam Peningkatan
Kualitas Tata Ruang Untuk Mewujudkan
Kota Tangguh Bencana Dan Berketahanan
Perubahan Iklim ini adalah pendekatan
evaluatif empiris. Empiris yaitu melihat
apa dan bagaimana konsep dan
framework pelaksanaan mitigasi bencana
di kota ataupun kabupaten. Pendekatan

empiris merupakan pendekatan yang

s e o™

KUALITAS TATA

RUANG MENUJU

dapat digunakan untuk memperoleh data
lapangan dan memetakan strategi mitigasi
bencana di beberapa tingkatan
pemerintahan yang berlaku selama ini.
Hasil pemetaan ini juga akan menjadi
dasar untuk memilah dan menganalisis
kegiatan mitigasi bencana. Evaluatif yaitu
menilai keefektifan pelaksanaan kebijakan,
strategi dan operasional mitigasi bencana
dan normatif dengan mengusulkan
konsep dan framework pelaksanaan
mitigasi bencana sebagai masukan untuk

penyempurnaan kebijakan, strategi dan

operasional yang sudah ada.
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METODE ANALISIS KEBENCANAAN DAN PERUBAHAN IKLIM

Analisis Bahaya Perubahan Iklim dan Proyeksi (Suhu, Curah Hujan, Muka Air

Laut, Suhu Muka Air Laut)

Analisis pada tahapan ini adalah mengkaji
basis ilmiah iklim yang menjadi dasar-
dasar timbulnya bahaya perubahan iklim.
Kajian basis ilmiah ini diperlukan untuk
mendeskripsikan kondisi  baseline iklim
yang dianalisis dari data-data historikal
dan kondisi masa mendatang yang
simulasi

diproyeksikan berdasarkan

model-model  iklim  regional  yang
didetailkan (downscaled) dari model-
model iklim global. Hasil dari tahapan

kajian basis ilmiah ini selanjutnya

dilakukan proyeksi terhadap dasar-dasar
timbulnya bahaya perubahan iklim.
Adapun faktor-faktor yang menjadi dasar-
dasar dari timbulnya bahaya perubahan
iklim ini adalah faktor iklim atmosfer dan
iklim air laut. Iklim atmosfer ini meliputi
suhu permukaan dan curah hujan, dan
pada iklim air laut ini meliputi ketinggian
muka air laut dan suhu muka air laut.
Berikut ini adalah metode analisis suhu
permukaan, curah hujan, tinggi muka air

laut dan suhu muka air laut:
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A. Metode Proyeksi Tinggi Muka Air Laut dan Suhu Muka Air Laut

Data dan informasi hasil kajian basis ilmiah perubahan iklim laut berupa suhu permukaan
laut (satuan dalam °C) dan kenaikan muka air laut (satuan dalam mm/tahun) dapat diperoleh
melalui BMKG, Badan Informasi Geospasial (BIG), Dinas Hidro-Oseanografi TNI Angkatan
Laut (Dishidros TNI AL), serta institusi atau lembaga yang berkompeten dalam Bidang
Meteorologi, Klimatologi, dan Oseanografi, basis data online dari institusi riset di dalam dan
di luar negeri. Masing-masing kondisi baseline dan proyeksi memerlukan data dengan

spesifikasi berikut:

e Penyajian data dan informasi: Tabel data numerik time series dan sebaran spasial,

baik dalam format cetak maupum digital yang dapat disertai dengan grafik dan peta.

o Data time series dapat berupa data bulanan untuk analisis kondisi rata-rata iklim,

atau berupa data harian untuk analisis kondisi variabilitas iklim

Seperti halnya identifikasi suhu permukaan, identifikasi suhu muka air laut ini juga dapat
dilakukan dengan menggunakan identifikasi melalui citra satelit untuk melihat perubahan
suhu permukaan di kota-kota prioritas. Citra satelit yang dapat digunakan dalam identifikasi
suhu ini meliputi citra yang memiliki band spectral untuk suhu, diantaranya adalah Citra
Landsat, SPOT, Aster, dll.

Untuk tingkat ketinggian muka air laut dilakukan dengan memperoleh data pasang-surut
dari BMKG, BIG. Dalam tahapan analisis prediksi nilai Highest Water Level (HHWL), data yang
digunakan adalah data pasang surut air laut pada periode tahun 1984 sampai dengan 2004.
Pemilihan selang waktu 20 tahun agar seluruh gejala data pasang surut dapat terakomodasi

secara menyeluruh.
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ortrans
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Gambar 2 Tahapan Analisis Prediksi Nilai HHWL dan MSL

Berdasarkan Gambar 2 data nilai HHWL per bulan pada periode waktu yang ingin

diproyeksikan dengan menggunakan alat analisis fortrans.

Data nilai HHWL tersebut

digunakan dalam analisis regresi linier dengan alat analisis SPSS 17.




B. Metode Proyeksi Curah Hujan dan Suhu

1. Suhu Permukaan

Data yang diperlukan merupakan data temperatur atau suhu permukaan rata-rata tiap bulan
dan variasi atau perubahan (naik atau turun) temperatur atau suhu permukaan. Masing-

masing kondisi baseline dan proyeksi memerlukan data dengan spesifikasi berikut:

e Satuan yang digunakan: Derajat Celcius per Bulan (°C / bulan)

e Penyajian data dan informasi: Tabel data numerik time series dan sebaran spasial,
baik dalam format cetak maupun digital yang dapat disertai dengan grafik dan peta.

e Data time series dapat berupa data bulanan untuk analisis kondisi rata-rata iklim,
atau berupa data harian untuk analisis kondisi variabilitas iklim

e Data spasial dapat berupa sebaran data beberapa stasiun pengamatan yang
kemudian diinterpolasi dengan teknik analisis tertentu atau sebaran data dalam grid
teratur dimana spasinya disesuaikan dengan kebutuhan skala ketelitian kajian.

e Penyajian data suhu permukaan ini dapat berupa tabel, grafik, dan peta.

Dalam identifikasi suhu permukaan ini juga dapat dilakukan dengan menggunakan
identifikasi melalui citra satelit untuk melihat perubahan suhu permukaan di kota-kota
prioritas. Citra satelit yang dapat digunakan dalam identifikasi suhu ini meliputi citra yang

memiliki band spectral untuk suhu, diantaranya adalah Citra Landsat, SPOT, Aster, dll.
2. Curah Hujan

Masing-masing kondisi baseline dan proyeksi memerlukan data dengan spesifikasi berikut:
e  Deskripsi: Curah Hujan Rata-Rata per bulan

e Satuan yang digunakan: milimeter per bulan (mm/bulan)
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e Penyajian data dan informasi: Tabel, Grafik, Peta, baik dalam format cetakan

maupun digital.

Seperti halnya suhu permukaan, data dan informasi curah hujan ini dapat diperoleh melalui
BMKG dan institusi atau lembaga lain yang berkompeten dalam Bidang Meteorologi,

Klimatologi, dan Oseanografi.
3. Proyeksi

Proyeksi perubahan iklim dilakukan untuk mengetahui pola iklim pada masa yang cukup
jauh ke depan. Pada dasarnya, simulasi menggunakan model iklim global (GCM) adalah cara
yang paling ilmiah untuk melakukan hal itu. Berbagai institusi di dunia telah memberikan
kontribusi kepada Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) berupa data proyeksi
iklim keluaran GCM dari masing-masing institusi tersebut. Data tersebut dapat diakses
melalui internet dari situs-situs http://www.ipcc-data.org/ (IPCC Data Distribution Center)
dan http://www-pcmdi.linl.gov/ (Program for Climate Model Diagnosis and Intercomparison).
Seperti telah dijelaskan sebelumnya, pemanfaatan data keluaran GCM untuk proyeksi iklim
memerlukan suatu langkah pengolahan yang dikenal sebagai metode downscaling. Alur
umum pengerjaan downscaling keluaran model GCM yang dapat dijelaskan secara ringkas

sebagaiberikut:

e Pemilihan metode atau skema downscaling dilakukan dengan memperhatikan
tujuan dan sasaran dari proyek pekerjaan yang dijalankan. Hal ini terkait dengan
ketersediaan sumber daya berupa dana, waktu, kepakaran, dan lain lain. Selain itu,
kuantitas dan kualitas data yang tersedia, baik itu data observasi maupun data
keluaran GCM, harus dipertimbangkan. Penggunaan metode downscaling standar

memerlukan langkah iteratif yang memakan waktu dan sumber daya lain yang tidak
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sedikit. Penjelasan mengenai metode downscaling secara lebih lengkap dapat dilihat
di dalam Wilby (2004).

e Secara umum, metode statistical downscaling lebih memungkinkan untuk
diterapkan dengan sumber daya yang terbatas. Namun demikian, metode statistical
downscaling yang standar tetap memerlukan langkah pengerjaan yang rumit.
Implementasi metode statistical downscaling dalam bentuk software pun sudah
dikembangkan (e.g., San-Martin et al, 2008). Namun demikian, kendala utama
dalam penerapan metode ini adalah ketersediaan data pengamatan yang pada
umumnya kurang memadai untuk wilayah Indonesia.

e Untuk suatu pekerjaan analisis dampak ataupun penilaian risiko perubahan iklim
yang tidak terlalu detil, dapat digunakan metode alternatif yang lebih sederhana

akan tetapi tetap berdasarkan kaidah ilmiah yang dapat diuji.

Pendekatan dan asumsi yang digunakan dalam metode alternatif untuk proyeksi iklim dapat

dijelaskan sebagai berikut:

e Dari sekian banyak data GCM, dipilih beberapa keluaran model yang dianggap
cukup baik. Kriteria penilaian terhadap model didasarkan kepada hasil kajian
literatur mengenai pengujian kinerja GCM di daerah tropis. Berdasarkan kajian
Annamalai et al. (2006) terhadap hasil simulasi ENSO-Monsun, terdapat empat
model yang menunjukkan kinerja paling baik yakni: (1) ECHAMS yang
dikembangkan di Jerman, (2) MRI (Jepang), dan (3) GFDL2.0 dan GFDL2.1 (Amerika
Serikat). Selain data dari keempat model tersebut, data yang berhasil didapatkan
adalah keluaran dari model-model CSIRO Mk2 (Australia)), NCCSM (AS), dan
MIROC3 (Jepang). Model-model tersebut menyediakan data proyeksi iklim (curah

hujan dan temperatur bulanan) untuk tahun 2001-2100.
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e  Wilby (2004) mengemukakan bahwa rata-rata (ensemble) dari keluaran model global
memberikan hasil yang lebih baik daripada masing-masing model. Oleh karena itu,
proyeksi iklim dilakukan menggunakan data rata-rata ensemble dari beberapa
keluaran model. Tidak semua model disertakan dalam perhitungan ensemble, tetapi
dipilih berdasarkan kecocokan pola komposit tahunan antara rata-rata ensemble
dengan observasi untuk periode baseline (dipilih 1961-1990).

e Setelah didapatkan kombinasi keluaran model yang dianggap terbaik, maka untuk
tiap-tiap keluaran model tersebut dihitung selisih (A) antara nilai proyeksi (simulasi
untuk waktu yang akan datang) dengan rata-rata baseline per data pada bulan yang
sama.

Nilai proyeksi curah hujan maupun temperatur kemudian didapatkan dengan menambahkan
nilai selisih (A) tiap-tiap model dengan rata-rata baseline pengamatan. Hasil proyeksi untuk 5

tahun terakhir dapat dibandingkan dengan hasil pengamatan sebagai validasi.
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Gambar 3 Bagan Alir Metode Proyeksi Perubahan Iklim dari Data Keluaran GCM (Top-
Down) Baik Menggunakan Prosedur Downscaling Standar Maupun Menggunakan
Metode Alternatif (diadaptasi dari Wilby, 2004)
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Dalam analisis perubahan iklim dikenal istilah time-slice dan transient experiment. Analisis
time-slice biasanya digunakan untuk mengetahui pola iklim rata-rata pada suatu periode
tanpa terlalu melihat variasi temporal secara detil. Sebaliknya, transient experiment lebih
ditujukan untuk memahami variasi temporal suatu parameter iklim dalam periode tertentuy,

misal dalam kaitannya dengan kejadian ekstrim.
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Gambar 4 Ilustrasi Bagan Alir Metode Alternatif Proyeksi
Curah Hujan (dan Temperatur)

Hasil dari proyeksi ini dilakukan analisis spasial dengan menggunakan GIS yang meliputi
analisis interpolasi dari suhu, curah hujan, muka air laut, dan suhu air laut dengan memilih

kejadian ekstrim terhadap hasil proyeksi tersebut.
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Analisis Bahaya (7 Bencana)

Bahaya atau hazard perubahan iklim di dalam integrasi Adaptasi Perubahan Iklim (API) dan

Pengurangan Risiko Bencana (PRB) ke dalam perencanaan tata ruang meliputi:

Bahaya Kekeringan (Drought);
Bahaya Tanah Longsor (Landslide);
Bahaya Banjir (Flood);

1
2
3
4. Bahaya Perendaman Pesisir (Coastal Inundation);
5 Bahaya Tsunami;

6 Bahaya Gempa Bumi; dan

7.

Bahaya Letusan Gunung Berapi

Data dan informasi bahaya (hazard) perubahan iklim untuk kondisi baseline dan proyeksi

dapat diperoleh melalui:

*  Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana (PVMBG-Kementerian ESDM);

* Badan Nasional Penanganan Bencana (BNPB);

*  Kementerian Kelautan dan Perikanan (informasi Bahaya Rendaman Pesisir);

* Institusi atau Lembaga lain yang berkompeten dalam Bidang Meteorologi,

Klimatologi, dan Oseanografi.

Berikut ini adalah tabel metode bahaya yang ditimbulkan akibat perubahan iklim
berdasarkan Kajian Risiko Adaptasi Perubahan Iklim (KRAPI) dan Standar Penataan Ruang

Kawasan Rawan Bencana (SPR KRB):
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Tabel 1 Bahaya Dampak Perubahan Iklim

Bahaya Metode Analisis
Kekeringan/ Indeks  Bahaya  Kekeringan  Meteorologis
kekurangan air (Meteorological Drought Hazard Index, MDHI),
Standarized Precipitation Index (SPI)
Longsor PVMBG,
Analisis Overlay dari data :
1. Kelerengan,
2. Guna Lahan,
3. Kondisi Geologi,
4. Frekuensi curah hujan
Banjir Permodelan Banjir dengan iterasi raster
menggunakan Hec-RAS
Inundation Conditional Model
Kebutuhan data penunjang kondisi baseline :
+ Data garis pantai dan batas lepas pantai. PROYEKSI
+ Data badan air (sungai atau laguna)
« Data kondisi ekosistem utama (hutan,
bukit pasir, dll)
« Data topografi
« Data guna lahan.
+ Data infrastruktur.
« Data dampak pada masyarakat
Tsunami PVMBG,
Conditional model, Scenario
Gempa Bumi Probabilistik  Seismic Hazard Analysis (PSHA),
PVMBG
Letusan Gunung | SNI  13-4689-1998 tentang Penyusunan Peta
Berapi Kawasan Rawan Bencana Gunung Api, PVMBG.
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Adapun masing-masing indikator yang digunakan adalah sebagai berikut :
A. Bahaya Kekeringan (Drought);

Definisi kekeringan meteorologis harus dirujuk pada spesifik wilayah tertentu karena
kekurangan curah hujan sangat bervariasi dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Pada wilayah
tropis dimana curah hujan terjadi sepanjang tahun, definisi kekeringan meteorologis
didasarkan pada jumlah hari dimana curah hujan kurang dari suatu ambang batas (threshold).
Klasifikasi tingkat bahaya kekeringan meteorologis menggunakan Indeks Bahaya Kekeringan
Meteorologis (Meteorological Drought Hazard Index, MDHI). Klasifikasi tingkat bahaya (level

of hazard) dirumuskan ke dalam lima klasifikasi bahaya.

¥ ak+4id g ol il s
i oL EL
rp e v
-1 Mgy

Gambar 5 Klasifikasi Tingkat Bahaya Kekeringan Meterologis

SPI adalah metode yang digunakan BMKG dalam penentuan bahaya kekeringan dalam
bulletin Agroklimat yang diterbitkan oleh BMKG. SPI merupakan indeks yang digunakan
dalam menentukan penyimpangan curah hujan normal dalam suatu periode yang panjang.
Macam pengukuran SPI dibedakan menjadi beberapa jenis yakni SPI 3, SPI 6, SPI 9 dan SPI
12. SPI 3 adalah analisis SPI yang dilakukan dengan membandingkan data curah hujan

selama 3 bulan terakhir, begitu pula untuk SPI 6 untuk mengukur penyimpangan curah hujan
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selama 6 bulan terakhir, dan seterusnya. Pengukuran SPI 3 dilakukan untuk melihat tingkat

kekeringan pertanian yang berkaitan dengan keadaan kelembaban tanah pertanian selama

masa tanam, sedangkan SPI 6, 9, dan 12 dilakukan untuk mengukur tingkat kekeringan

hidrologi yang berkaitan dengan kondisi air dalam tanah selama 6-12 bulan terakhir karena

berkaitan dengan perkolasi air dalam tanah. Berikut ini adalah metode pengukuran SPI

dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Keterangan :

Xi : curah hujan bulanan
Xm  :rata-rata curah hujan
c : standar deviasi

SPI =

Perhitungan analsisi SPI ini dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak/program SPL

Input data yang dimasukkan dalam analisis SPI adalah sebagai berikut :

yyyy mm
yyyy mm
yyyy mm
yyyy mm
yyyy mm

PPPP
pPPP
PPPP
PPPP
PPPP

Keterangan :
yyyy : tahun
mm : bulan

ppPPPP : curah hujan

Berikut ini adalah rentang klasifikasi dari hasil analisis SPI :

e Sangat kering : nilai SPI < -2,00

e Kering

: nilai SPI-1,5 s/d -1,99

e Agak kering

e Normal

: nilai SPI -1,00 s/d -1,49

: nilai SPI -0,99 s/d 0,99
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B. Bahaya Tanah Longsor (Landslide);

Parameter yang diperlukan dalam analisis overlay dan pembobotan ini diperoleh dari Draft

Pedoman Pengkajian Risiko Bencana Tingkat Kabupaten/Kota dan Permen PU

No.22/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor,

sebagai berikut:

Tabel 2 Komponen Indeks Ancaman Bencana Tanah Longsor

Skor
No. Parameter Bobot
1 2 3
Kemiringan Lereng <15 15-30 >30 35
Tutupan Vegetasi Kerapatan Kerapatan Kerapatan 20
tinggi sedang rendah
3. | Kondisi Tanah/ Jenis e Tebal <2m | e Tebal <2m | e Tebal >2m
Tanah e Bersifat e Bersifat e Bersifat
padat gembur gembur
e Alluvial- e Kambisol- | ¢ Andosol - 15
gumusol regosol latosol
4. | Curah Hujan <1000 mm/th | 1000-2500 >100 mm/hr
mm/th atau >2500 20
mm/th
5. | Kegempaan Tidak Frekuensi Sering terjadi
termasuk jarang (1-2 | gempa >2 c
daerah rawan | kali/thn) kali/thn
gempa
6. | Kondisi Geologi Tidak ada Terdapat Terdapat
sesar/ sesar/ sesar/
retakan retakan retakan 5
(berjarak (berjarak (berjarak
10000m) 5000m) 10m)
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Metode ini digunakan apabila tidak ada data kerentanan gerakan tanah dari PVMBG. Skala
informasi peta yang digunakan untuk menyusun peta kerentanan gerakan tanah atau

longsor ini adalah 1:25.000.
C. Bahaya Banijir (Flood);

Penetapan KRB bahaya banjir dilakukan dengan menggunakan permodelan dengan Hec-RAS.
Permodelan dengan Hec-ras menggunakan data debit air pada periode waktu banjir 50
tahunan yang diperoleh dari data Dinas Pengairan maupun data dari Balai Besar Wilayah
Sungai (BBWS). Dengan menggunakan data debit air, dan penampang sungai maka dapat
dilakukan analisis daerah rawan banjir di kota-kota prioritas. Analisis Hec-ras ini dilakukan
dengan menggunakan tools tambahan pada ArcGIS dan menggunakan software Hec-ras
modelling. Hasil yang diperoleh dari analisis Hec-ras ini berupa luas genangan dan

ketinggian genangan banjir.
D. Bahaya Perendaman Pesisir (Coastal Inundation).

Pada Kawasan Rawan Banjir metode yang digunakan adalah modelling dengan
menggunakan Digital Elevation Model (DEM) dan perkiraan kenaikan permukaan air. Tahap
Pertama dalam analisis ini adalah konstruksi DEM. Dalam penelitian ini DEM dihasilkan dari
interpolasi titik ketinggian. Metode Interpolasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah
spline dan krigging. Hasil DEM dari ketiga metode interpolasi ini akan dievaluasi kualitasnya
dengan menggunakan RMSE (root mean square error). Analisis RMSE dilakukan dengan alat
analisis ArcGis 10.2 (geostatistical analysis). Berikut merupakan gambar di bawah ini yang

menyajikan konstruksi DEM pada penelitian ini.
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Gambar 6 Tahapan Analisis DEM

Berdasarkan skema diatas DEM yang digunakan dalam penelitian ini adalah DEM yang

memiliki nilai RMSE terendah dari metode interpolasi yang digunakan dalam konstruksi DEM.
Pemodelan Genang Pasang Air Laut

Data yang digunakan dalam analisis ini adalah DEM dan kenaikan muka air.

[ Kenaikan permukaan Air ]

Raster Area genang
[ Peta Garis ] calculator nacang air lant
—_—
oo | oo | e
[EmyEm) — Nata/Uacil

) (-
l ' - Analicic

Gambar 7 Alur Analisis Potensi Genangan
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Pada proses raster calculator persamaan yang digunakan dalam permodelan sehingga

menghasilkan area genang pasang air laut adalah sebagai berikut

¢ Inun=CON([DEM] <= HHWL), 1, 0). (1)

Persamaan ditas digunakan untuk memodelkan daerah tergenang dan tidak tergenang.
Daerah tergenang disimbolkan dengan 1 dan tidak tergenang dengan 0. Data dasar yang
digunakan pada tahap ini adalah DEM hasil analisis dari persamaan yang diadaptasikan dari

Marfai dan King (2007) .

o Liinun=[Inun] * HHWL........cccovvunirnerrrrreensernrnnnreeccnessacnsanenns (2)

Persamaan ini adalah persamaan transisi untuk merumuskan kedalaman dan daerah

tergenang . Data dasar dalam penelitian ini adalah DEM hasil permodelan dan HHWL

e Depth=CON ((([L_inund]-[DEM]) *[ Inun]) <0,0,Depth)......... 3)
Dari persamaan ini dihasilkan ketinggian atau kedalaman yang merupakan area genangan.
E. Bahaya Tsunami

Analisis bahaya tsunami diperoleh dari hasil pemetaan oleh PVMBG dan berdasarkan

modelling menggunakan model conditional model.
F. Bahaya Gempa Bumi

Analisis bahaya gempa bumi diperoleh dari hasil pemetaan yang dilakukan oleh PVYMBG
dengan tingkat kedetailan skala 1:25.000.

G. Bahaya Letusan Gunung Berapi

Analisis bahaya gempa bumi diperoleh dari hasil pemetaan yang dilakukan oleh PVYMBG
dengan tingkat kedetailan skala 1:25.000.
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Analisis penentuan kawasan rawan bencana ini diperoleh berdasarkan data baseline dan data
proyeksi dari bahaya perubahan iklim yang meliputi suhu, curah hujan, muka air laut, dan

suhu muka air laut.

Penentuan Bencana Dominan

Analisis penentuan bencana dominan dilakukan berdasarkan hasil dari sintesis historical
kejadian bencana di kota-kota prioritas. Analisis ini dilakukan berdasarkan penilaian dari

kriteria dari SPR KRB sebagai berikut:

1. Proporsi luasan daerah terdampak masing-masing bencana dari data historis
bencana

Magnitudo, frekuensi, dan probabilitas

Jumlah korban akibat bencana

Jumlah kerugian materil akibat bencana

Kelengkapan data bencana

S

Kebijakan mitigasi bencana




Analisis Kerentanan

Analisis tingkat kerentanan dilakukan
dengan melakukan penilaian terhadap
kerentanan sosial, fisik, ekonomi, dan
lingkungan. Analisis kerentanan dibedakan
menjadi tiga dimensi dan tiap dimensinya
memiliki indikator, yaitu (Shaw, 2009;
Miladan, 2009; KKP, 2010; CCROM, 2012;
KLH, 2012; Taru, 2010; Mercy Corps 2011):
(1) Dimensi fisik dan lingkungan yang
terdiri  dari  jaringan listrik  dan
telekomunikasi, air bersih, sanitasi,
persampahan, jalan, perumahan dan
penggunaan lahan; (2) Dimensi sosial yang
terdiri dari populasi penduduk, kesehatan,
pendidikan dan kesadaran; serta (3)
Dimensi ekonomi yang terdiri dari
pendapatan, ketenagakerjaan, aset rumah
tangga serta aset wilayah. Analisis
kerentanan ini dilakukan menggunakan
metode kuantitatif yaitu spatial multi
criteria  assessment. Metode tersebut
menggunakan pendekatan kewilayahan,
kelurahan/kecamatan,

dihitung per

melakukan pembobotan untuk setiap

indikator, dan mengkategorisasikannya
menjadi tiga tingkat kerentanan, yaitu
tinggi, sedang, dan rendah.

Kerentanan (vulnerability) adalah tingkat
kemungkinan suatu objek bencana yang
terdiri dari masyarakat, struktur, pelayanan
atau daerah geografis yang mengalami
kerusakan atau gangguan akibat dampak
bencana atau kecenderungan sesuatu
benda atau mahkluk rusak akibat bencana
(Sutikno, 1994; UNDP/UNDRO, 1992).
Menurut Darmawan (2008) kerentanan
(vulnerability) adalah tingkat kemungkinan
suatu objek bencana yang terdiri dari
masyarakat, struktur, pelayanan atau
daerah geografis mengalami kerusakan
atau gangguan akibat dampak bencana
atau kecenderungan sesuatu benda atau
makhluk rusak akibat bencana. Tingkat
kerentanan (vulnerability) perkotaan di
Indonesia adalah suatu hal penting untuk
diketahui sebagai salah satu faktor yang
berpengaruh terhadap terjadinya bencana

alami, karena bencana baru akan terjadi
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bila bahaya alam terjadi pada kondisi yang
rentan, seperti yang dikemukakan
Awotona (1997:1-2).

Peta kerentanan dapat dibagi-bagi ke
dalam kerentanan sosial, ekonomi, fisik
dan ekologi/lingkungan. Kerentanan dapat
didefinisikan sebagai fungsi dari Exposure
dengan  Sensitivity.  Aset-aset  yang
terekspos termasuk kehidupan manusia
(kerentanan sosial), wilayah ekonomi,
struktur fisik dan wilayah
ekologi/lingkungan. Tiap aset memiliki
sensitivitas sendiri, yang bervariasi per
bencana (dan intensitas  bencana).
Indikator yang digunakan dalam analisis
kerentanan terutama adalah informasi
keterpaparan. Dalam dua kasus informasi
disertakan pada komposisi paparan
(seperti kepadatan penduduk, rasio jenis

kelamin, rasio kemiskinan, rasio orang

A. Kerentanan Sosial

cacat dan rasio kelompok umur).
Sensitivitas hanya ditutupi secara tidak
langsung melalui pembagian faktor
pembobotan.

Sumber informasi yang digunakan untuk
analisis kerentanan terutama berasal dari
laporan BPS (Provinsi/Kabupaten Dalam
Angka, PoDes, Susenas, PPLS dan PDRB)
dan informasi peta dasar dari Bakosurtanal
(penggunaan lahan, jaringan jalan dan
lokasi fasilitas umum). Informasi tabular
dari  BPS idealnya sampai tingkat
desa/kelurahan. Sayangnya belum tersedia
data sampai level desa, sehingga akhirnya
informasi desa dirangkum pada level
kecamatan sebelum dapat disajikan dalam
peta tematik. Berikut ini adalah masing-
masing parameter berdasarkan Perka

BNPB No. 2 Tahun 2012:

Indikator yang digunakan untuk kerentanan sosial adalah kepadatan penduduk, rasio jenis

kelamin, rasio kemiskinan, rasio orang cacat dan rasio kelompok umur. Indeks kerentanan

sosial diperoleh dari rata-rata bobot Kepadatan Penduduk (60%), Kelompok Rentan (40%)

yang terdiri dari Rasio Jenis Kelamin (10%), Rasio Kemiskinan (10%), Rasio Orang Cacat (10%)
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dan Kelompok Umur (10%). Parameter konversi indeks dan persamaannya ditunjukkan pada

tabel di bawah ini.

Tabel 3 Parameter Kerentanan Sosial

Kelas
Parameter Bobot - - Skor
Rendah Sedang Tinggi

Kepadatan 60 <500 500-100 >1000
Penduduk jiwa/km? jiwa/km? jiwa/km?
Rasio Jenis Kelamin Nilai
Rasio Kemiskinan Max
Rasio Orang Cacat 40 <20% 20-40% >40% Kelas
Rasio Kelompok
Umur

B. Kerentanan Fisik

Indikator yang digunakan untuk kerentanan fisik adalah kepadatan rumah (permanen, semi-
permanen dan non-permanen), ketersediaan bangunan/fasilitas umum dan ketersediaan
fasilitas kritis. Kepadatan rumah diperoleh dengan membagi mereka atas area terbangun
atau luas desa dan dibagi berdasarkan wilayah (dalam Ha) dan dikalikan dengan harga
satuan dari masing-masing parameter. Indeks Kerentanan Fisik hampir sama untuk semua
jenis ancaman, kecuali ancaman kekeringan yang tidak menggunakan kerentanan fisik.
Indeks Kerentanan Fisik diperoleh dari rata-rata bobot Kepadatan Rumah (permanen, semi-
permanen dan non-permanen), Ketersediaan Bangunan/Fasilitas Umum dan Ketersediaan
Fasilitas Kritis. Parameter konversi indeks kerentanan fisik ditunjukkan pada persamaan

dalam tabel di bawah ini:
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Tabel 4 Parameter Kerentanan Fisik

Parameter Bobot e Skor
Rendah Sedang Tinggi
Rumah 40 <400 jt 400-800 jt >800 jt
Nilai
Fasilitas Umum 30 <500 jt 500jt-1M >1M
Max
Fasilitas Kritis 30 <500 jt 500jt-1M >1M
Kerentanan Fisik = (0,4*skor rumah) + (0,3*skor fasilitas umum) + (0,3*skor fasilitas kritis)

C. Kerentanan Ekonomi

Indikator yang digunakan untuk kerentanan ekonomi adalah luas lahan produktif dalam
rupiah (sawah, perkebunan, lahan pertanian dan tambak) dan PDRB. Luas lahan produktif
dapat diperoleh dari peta guna lahan dan buku Kabupaten atau Kecamatan Dalam Angka
dan dikonversi ke dalam Rupiah, sedangkan PDRB dapat diperoleh dari laporan sektor atau
Kabupaten Dalam Angka. Bobot indeks kerentanan ekonomi hampir sama untuk semua jenis
ancaman, kecuali untuk ancaman kebakaran gedung dan pemukiman. Parameter konversi

indeks kerentanan ekonomi ditunjukkan pada persamaan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5 Parameter Kerentanan Ekonomi

Kelas
Parameter Bobot — Skor
Rendah Sedang Tinggi
Lahan Produktif 60 <50jt 50-200jt >200jt Nilai
PDRB 40 <100jt 100-300jt >300jt Max
Kerentanan Ekonomi = (0,6*Skor Lahan produktif) + (0,4*skor PDRB)
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D. Kerentanan Lingkungan

Indikator yang digunakan untuk kerentanan lingkungan adalah tutupan lahan (hutan lindung,
hutan alam, hutan bakau/mangrove, rawa dan semak belukar). Indeks kerentanan fisik
berbeda-beda untuk masing-masing jenis ancaman dan diperoleh dari rata-rata bobot jenis
tutupan lahan. Parameter konversi indeks kerentanan lingkungan digabung melalui faktor-

faktor pembobotan yang ditunjukkan pada persamaan untuk masing-masing jenis ancaman

di bawah ini.
Tabel 6 Parameter Kerentanan Ekologi/Lingkungan
Kelas

Parameter Bobot Skor

Rendah Sedang Tinggi

Tanah Longsor

Hutan Lindung 40 <20 Ha 20-50 Ha >50 Ha
Hutan Alam 40 <25 Ha 25-75 Ha >75 Ha Nilai
Hutan Bakau 10 <10 Ha 10-30 Ha >30 Ha Max

Semak Belukar 10 <10 Ha 10-30 Ha >30 Ha

Gunung Api

Hutan Lindung 40 <20 Ha 20-50 Ha >50 Ha
Hutan Alam 40 <25 Ha 25-75 Ha >75 Ha Nilai
Hutan Bakau 10 <10 Ha 10-30 Ha >30 Ha Max

Semak Belukar 10 <10 Ha 10-30 Ha >30 Ha

Banjir

Hutan Lindung 30 <20 Ha 20-50 Ha >50 Ha
Hutan Alam 30 <25 Ha 25-75 Ha >75 Ha o
Hutan Bakau 10 <10Ha | 1030Ha | >30Ha | Vi
Semak Belukar 10 <10 Ha 10-30 Ha >30 Ha Max

Rawa 20 <5 Ha 5-20 Ha >20 Ha

Kekeringan

Hutan Lindung 35 <20 Ha 20-50 Ha >50 Ha Nilai
Hutan Alam 35 <25 Ha 25-75 Ha >75 Ha Max
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Kelas
Parameter Bobot Skor
Rendah Sedang Tinggi
Hutan Bakau 10 <10 Ha 10-30 Ha >30 Ha
Semak Belukar 20 <10 Ha 10-30 Ha >30 Ha
Tsunami
Hutan Lindung 30 <20 Ha 20-50 Ha >50 Ha Nilai
Hutan Alam 30 <25 Ha 25-75 Ha >75 Ha Max
Hutan Bakau 40 <10 Ha 10-30 Ha >30 Ha

Analisis Kapasitas

Indeks kapasitas diperoleh berdasarkan tingkat ketahanan daerah pada suatu waktu. Tingkat
ketahanan daerah bernilai sama untuk seluruh kawasan pada suatu kabupaten/kota yang
merupakan lingkup kawasan terendah kajian kapasitas ini. Oleh karenanya penghitungan
Tingkat Ketahanan Daerah dapat dilakukan bersamaan dengan penyusunan Peta Ancaman
Bencana pada daerah yang sama. Untuk perhitungan Indeks Kapasitas dapat diunduh di

www.bnpb.go.id. Indikator yang digunakan untuk peta kapasitas yang terdiri dari

ketersediaan alokasi sumberdaya, ketersediaan program terkait pengurangan risiko bencana,
pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi, tingkat pertumbuhan permukiman, ketersediaan
program simulasi bencana. Parameter konversi indeks kapasitas dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 7 Parameter Kapasitas

Parameter Bobot Kelas
Rendah | Sedang Tinggi
Ketersediaan Alokasi Sumber Daya
Ketersediaan Program Terkait Pengurangan
Risiko Bencana
Pelaksanaan Penyuluhan dan Sosialisasi 100 <033 | 033-066 | >066
Tingkat Pertumbuhan Permukiman
Ketersediaan Program Simulasi Bencana

Sumber: Perka BNPB No. 2 Tahun 2012
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Analisis Risiko

Risiko (Risk) merupakan perkiraan kerugian atau kehilangan akibat suatu bencana terhadap
elemen yang menghadapi risiko di masa depan dalam suatu periode waktu tertentu

(UNDP/UNDRO, 1992). Secara umum risiko dapat dirumuskan sebagai berikut:

Kerentanan

Risiko = Bahaya X
Kemampuan

Dalam analisis ini, Alat analisis yang digunakan dalam penentuan zona risiko adalah Map
Algebra dari rumus fungsi Risiko dengan Spatial Analyst Tool yaitu “Raster Calculator”. Raster
calculator berguna dalam mathematical calculations dari rumus fungsi Risiko. Input data
yang di overlay adalah data zonasi bahaya (hazards), data rentan (vulnerability) dan data

Kapasitas (capacity).

=

'..-

. - -

Gambar 8 Raster Calculator
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Analisis Risiko Perubahan Iklim

Perubahan iklim mempengaruhi peningkatan intensitas dan frekuensi bencana sehingga
perlu dilakukan analisis risiko perubahan iklim untuk mengetahui A Risk dari risiko eksisting

dan risiko proyeksi. Berikut merupakan bagan dalam analisis risiko perubahan iklim:

Risiko Eksisting Risiko Proyeksi

A Risk = Risiko Proyeksi — Risiko Eksisting

A Risk

Gambar 9 Bagan Perumusan A Risk

Hasil dari A Risk ini digunakan dalam analisis perumusan program terkait perubahan iklim
dan pengurangan risiko bencana. Dengan mengetahui A Risk ini dapat menjadi dasar dalam

penentuan program terkait adaptasi dan penghindaran serta dapat digunakan sebagai dasar

dalam penentuan lokus program.










PENILAIAN KETANGGUHAN KOTA

Konsep Kota Tangguh atau Resilient City
memiliki peran penting dalam
memberikan wajah baru bagi wujud fisik
dan non fisik ruang kota pada abad ini.
Dengan paradigma ketangguhan dan
ketahanan kota dalam proses perencanaan
tata ruang kota, proses pembangunan fisik
dan non fisik yang terjadi di kota akan
memberikan perubahan positif terhadap
arah perkembangan kota dalam hal
kebencanaan maupun perubahan iklim.
Pembangunan kota yang tadinya secara
nyata hanya meningkatkan keterpaparan
kota sehingga meningkat pula kerentanan
kota dari berbagai aspek, melalui
perencanaan yang di kolaborasikan
dengan konsep Resilient City,
pembangunan nantinya akan memberikan
tingkat ketangguhan dan ketahanan Kota
terhadap bencana maupun fenomena
perubahan iklim. Hal ini tentunya menjadi

tujuan utama dalam pengaplikasian

konsep Resilient City.

Perubahan Iklim telah memberikan
ancaman nyata bagi meningkatnya
kerentanan di suatu wilayah kota,
khususnya kota-kota di Indonesia baik
yang berada di wilayah pesisir maupun
yang berada pada area daratan. Kota-kota
yang berada di wilayah pesisir dengan
karakteristik topografi yang landai dan
berbatasan langsung dengan garis pantai
memiliki kerentanan terhadap bencana
banjir, baik banjir berupa genangan
maupun karena kenaikan muka air laut.
Sedangkan kota-kota yang berada di area
daratan dengan karakteristik kontur yang
bervariasi juga memiliki potensi yang
sama karena perubahan intensitas curah
hujan, serta ditambah dengan adanya
pembangunan fisik yang tidak terkendali
dan memberikan dampak negatif terhadap
lingkungan yang pada akhirnya

meningkatkan kerentanan  terhadap
beberapa jenis bencana seperti banjir dan
tanah longsor. Semua itu juga seharusnya

memperhatikan ancaman dari bencana-
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bencana lainnya seperti letusan gunung
api, gempa bumi, tsunami hingga bencana
kekeringan.

Kota-kota  seperti  Kota  Surabaya,
Tangerang dan Balikpapan adalah kota
yang memiliki kerentanan besar terhadap
beberapa jenis bencana yang ancamannya
menjadi besar karena adanya perubahan
iklim seperti kenaikan muka air laut dan
banjir rob. Sedangkan kota-kota seperti
Kota Bandung, Depok, dan Malang adalah
kota-kota yang tidak memiliki batas
langsung dengan wilayah pesisir, namun
dengan kondisi rencana tata ruang yang
belum memperhatikan  prinsip-prinsip
Resilient City, tentunya sejak fenomena
perubahan iklim teridentifikasi, kota-kota
tersebut, baik yang berada di wilayah
pesisir maupun daratan telah meningkat
keterpaparannya seiring dengan
berjalannya pembangunan fisik dan non
fisik di kota-kota yang bersangkutan.
Pembangunan dan peningkatan atau
penurunan tingkat kerentanan sangat
berkaitan erat dengan tingkat

ketangguhan dan ketahanan kota di masa

depan. Dengan adanya proses
perencanaan tata ruang yang
mempertimbangkan prinsip-prinsip
ketangguhan dan ketahanan kota dalam
konsep Resilient City, pembangunan kota
diharapkan akan memiliki kecenderungan
tinggi untuk mengurangi kerentanan kota
terhadap berbagai jenis bencana alam dan
fenomena perubahan iklim, baik secara
fisik maupun secara non fisik yang berupa
respon dan kapabilitas masyarakat kota
untuk dapat memahami kondisi dan
situasi terkait kemungkinan-kemungkinan
terburuk dan paling mungkin terjadi
bencana. Pada akhirnya, ketangguhan dan
ketahanan kota secara eksplisit dikelola
dan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat
kota dan berbagai pemangku kepentingan
lainnya dalam berbagai wujud kebijakan
dan aksi nyata baik pra-bencana maupun
saat bencana dan pasca-bencana.

Mewujudkan kota tangguh bencana dan
berketahanan perubahan iklim berarti
berupaya untuk mempersiapkan kota
untuk menghadapi risiko yang paling

mungkin dan yang paling buruk dari
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terjadinya bencana. Hal ini juga berarti
mempersiapkan seluruh elemen di kota
untuk dapat mengelola risiko baik secara
kolektif maupun berkelompok.
Kemampuan untuk dapat mengelola risiko
tersebut pada dasarnya dapat diperoleh
melalui  proses perencanaan  yang
komprehensif dan bertahap. Penataan
ruang, perlibatan masyarakat, perlibatan
pihak swasta dan kelompok-kelompok
masyarakat lainnya, akan meningkatkan
kemampuan kota untuk dapat beradaptasi
dan bertahan dalam  kemungkinan
terburuk dari suatu risiko bencana. Inilah
yang menjadi tujuan utama dari
paradigma Resilient City di dalam proses
penataan ruang.

Terdapat berbagai prinsip, kriteria dan
indikator  dalam  mewujudkan  kota
tangguh bencana dan berketahanan
perubahan iklim (Resilient City). Indikator-
indikator  tersebut pada  dasarnya
membantu peneliti dan pemerintah dalam
merumuskan  suatu  langkah-langkah
strategis untuk mewujudkan Resilient City.

Langkah-langkah  strategis ini pada

dasarnya bersumber dari penilaian-
penilaian terhadap indikator kinerja
tertentu yang dianggap
merepresentasikan tingkat ketangguhan
dan ketahanan kota. Sementara tingkat
ketangguhan dan ketahanan kota tersebut
sudah pasti merepresentasikan bagaimana
tingkat kerentanan kota terhadap suatu
risiko bencana yang dalam hal ini
didefinisikan sebagai hubungan antara
keterpaparan, sensitivitas dan kapasitas
untuk beradaptasi dari elemen-elemen
yang terdapat dalam suatu Kota. Adapun
indikator-indikator ~ ketangguhan  dan
ketahanan kota yang cukup teruji untuk
digunakan dan  menjadi  beberapa
landasan pertimbangan ilmiah dalam studi
ini  bersumber dari indikator yang
digunakan oleh UNISDR (2014) dalam
Disaster Resilience Scorecard for Cities (10
essentials)  dan indikator ~ Panduan
Pengembangan Resilient City di Indonesia
(2015) yang telah disusun dan dikaji oleh
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN.
melakukan

Dengan adaptasi  dan

pengkajian ulang terhadap indikator-
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indikator tersebut, hasil akhirnya
dielaborasikan dengan hasil kajian peneliti
yang juga mempertimbangkan berbagai
indikator-indikator  lain  yang sesuai
dengan karakteristik wilayah perencanaan
dan tren perkembangan dan pertumbuhan
kota-kota di Indonesia saat ini, khususnya
Kota Surabaya, Bandung, Depok,
Tangerang, Malang dan Balikpapan.

Pengurangan risiko bencana dan adaptasi
perubahan iklim merupakan dua hal yang
menjadi alasan pentingnya untuk menilai
tingkat kerentanan suatu kota.

Pendefinisian kerentanan dalam studi ini

didefinisikan sebagai hubungan antara

keterpaparan (exposure), sensitivitas

(sensitivity) dan kapasitas untuk
beradaptasi (adaptive capacity) dimana
pada  dasarnya  keterpaparan  dan
sensitivitas memiliki  hubungan positif
yang membentuk kerentanan, sementara
kapasitas adaptasi sebaliknya. Makin besar
kapasitas adaptasi, berarti semakin kecil
kerentanan dan sebaliknya semakin besar
tingkat kerentanan, berarti semakin kecil
kapasitas adaptasi. indikator-indikator
yang digunakan akan merepresentasikan
berbagai komponen tersebut. indikator

penilaian ketangguhan kota dapat dilihat

pada Lampiran.










METODE PERUMUSAN PROGRAM ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM DAN
PENGURANGAN RISIKO BENCANA

Rencana aksi pengurangan risiko bencana maupun adaptasi perubahan iklim dirumuskan
berdasarkan hasil keseluruhan analisis baik analisis terkait tinggi rendahnya risiko bencana,
intensitas dan frekuensi bencana eksisting, hasil penilaian ketangguhan kota hingga proyeksi
perubahan suhu dan curah hujan. Adapun hasil seluruh kajian tersebut selanjutnya
diformulasikan menjadi bentuk konsep aksi adaptasi perubahan iklim dan aksi pengurangan

risiko bencana yang secara umum bagan prosesnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 10 Perumusan Konsep, Strategi dan Program Aksi API dan PRB
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Perumusan program aksi baik untuk
pengurangan risiko bencana maupun
adaptasi  perubahan iklim dilakukan
melalui proses seperti digambarkan pada
bagan di atas. Dalam rencana aksi tersebut
nantinya juga akan ditetapkan lokasi-
lokasi pelaksanaan program baik program
API maupun PRB berdasarkan tinggi
rendahnya risiko bencana serta intensitas
dan frekuensi bencana. Serta dilengkapi
dengan indikasi waktu pelaksanaan yang
disesuaikan dengan kajian-kajian dan
kebijakan yang telah ada. Berikut ini
adalah bagan untuk proses perumusan
lokasi khusus program aksi API dan PRB
yang memiliki sedikit perbedaan dengan
bagan sebelumnya.

Pada perumusan konsep aksi adaptasi
perubahan iklim dan pengurangan risiko
bencana, aspek penting yang diperhatikan
adalah aspek-aspek yang memiliki tingkat
ketangguhan indikator yang rendah pada
penilaian ketangguhan kota. Selain itu,
tinggi rendahnya tingkat risiko setiap
bencana terhadap area kota juga

diperhatikan guna mendukung rumusan

konsep terkait bencana apa yang memiliki
potensi risiko tinggi dan aspek apa yang
perlu  ditingkatkan  performa  atau
pelayanannya sesuai dengan potensi risiko
bencana yang ada di kota tersebut.
Frekuensi dan intensitas bencana eksisting
juga  diperhatikan  sebagai  bahan
pembanding antara potensi risiko yang
ada dengan kejadian-kejadian bencana
yang baru atau dalam beberapa tahun
terakhir pernah terjadi. Hal ini tentunya
semakin memperkuat landasan penentuan
konsep API maupun PRB. Proyeksi suhu
dan curah hujan juga memberikan
sumbangsih yang cukup besar dalam
penyesuaian  program-program  untuk
konsep aksi adaptasi perubahan iklim di
kota.

Perumusan program PRB dan API memiliki
beberapa perbedaan. Dimana, program
PRB dirumuskan berdasarkan
persandingan dari rencana pola ruang,
pola ruang eksisting, dan kawasan rawan
bencana dominan. Dengan mengetahui

bencana dominan pada kota, maka dapat

disimpulkan fokus program yang tepat
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untuk menghadapi bencana tersebut.

Sedangkan, pola ruang berperan sebagai

pertimbangan tersebut, maka dirumuskan

rekomendasi program yang terdiri dari

penentu lokus program yang tiga kategori, yaitu: proteksi, adaptasi, dan
direncanakan. Berdasarkan pertimbangan- relokasi.
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Gambar 11 Bagan Proses Perumusan Program PRB

Sedangkan, program API dirumuskan
berdasarkan persandingan dari rencana
pola ruang, pola ruang eksisting, serta
proyeksi perubahan suhu dan curah hujan.
Adaptasi Perubahan Iklim (API) mengacu
pada persiapan

upaya yang dapat

dilakukan  kota dalam  menghadapi
perubahan iklim di masa depan. Maka,

perumusan program perlu didasari oleh

prediksi iklim di masa depan yang diwakili
oleh perubahan suhu dan curah hujan.
Perubahan suhu dan curah hujan ini

berpengaruh  pada  banyak  aspek

risiko

dsb.

perkotaan, seperti peningkatan

kekeringan, gagal

Sehingga, dengan memahami seberapa

banjir, panen,

jauh  perubahan iklim pada kota,

diharapkan kota telah mempersiapkan diri
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dengan tindakan pencegahan, maupun
peningkatan kinerja untuk meminimalisasi
dampak yang mungkin akan terjadi akibat
perubahan iklim dalam bentuk program-
program aksi. Sedangkan pola ruang

berperan sebagai penentu lokus program

yang direncanakan. Berdasarkan

pertimbangan-pertimbangan tersebut,
maka dirumuskan rekomendasi program
yang terdiri dari tiga kategori, yaitu:

protektif, akomodatif, dan retreat.
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Gambar 12 Bagan Proses Perumusan Program API

Berikut adalah bagan proses perumusan
program PRB dan API secara keseluruhan

hingga menghasilkan rekomendasi

program dan rencana pola ruang yang

terintegrasi.
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Gambar 13 Bagan Proses Perumusan Program PRB dan API

Program PRB dan API yang dirumuskan terbagi menjadi 2 jenis menurut sumbernya, yaitu
program eksisting yang berasal dari kebijakan daerah serta program yang direkomendasikan
dari hasil kajian. Kedua jenis program ini kemudian diintegrasikan menjadi satu kesatuan

program PRB dan API yang efektif dan tepat guna. Berikut adalah skema dasar program PRB

dan API setelah seluruh pertimbangan di atas dielaborasikan.
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Gambar 14 Dasar Perumusan Program PRB dan API
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METODOLOGI INTEGRASI PROGRAM KE DALAM PERENCANAAN TATA RUANG
KOTA

Integrasi program PRB dan API dilakukan berdasarkan program-program yang telah
dituangkan dalam dokumen-dokumen perencanaan sebagai salah satu upaya untuk
pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim. Integrasi program PRB dan API
dilakukan terhadap program-program yang memiliki dimensi ruang. Selanjutnya, program
PRB digolongkan menjadi relokasi, adaptasi, dan proteksi yang membutuhkan ruang dan
program API digolongkan menjadi retreat, protektif, dan akomodatif. Berikut ini adalah

diagram integrasi PRB APIL

Struktur Program Kebijakan Rekomendasi
_ Ruang Rencana Pemda Yang [ Program PRBdan [*— Program PRB AP
Berkaitan Dengan PRB
Pola Ruang
RTRW * *
| e E | e B
: Adaptas -'_ Proteks -|_ Relokas : : Retreat -'_ Protekt -|_ Akomoda
_______ | _————— e i _————— _]._____I
> ANALISIS INTEGRASI !

PENINGKATAN KUALITAS TATA RUANG

Gambar 15 Diagram Alir Pengintegrasian Resilient City Action Plan
ke dalam Rencana Tata Ruang Kota
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Integrasi program PRB dilakukan berdasarkan program-program yang telah dituangkan
dalam dokumen-dokumen perencanaan yang memiliki fungsi sebagai salah satu upaya
untuk pengurangan risiko bencana. Perumusan kebijakan pengurangan risiko bencana
dengan output berupa kebijakan mitigasi/pengurangan risiko bencana yang berdimensi
ruang, yang meliputi relokasi, adaptasi, dan proteksi yang membutuhkan ruang. Program-
program yang telah tertuang dan program-program rekomendasi selanjutnya digolongkan
menjadi 3 (tiga) konsep tersebut. Adapun pengertian dari masing-masing adalah sebagai

berikut:

a. Tindakan Relokasi
Upaya penanganan kawasan rawan bencana melalui upaya pemindahan aktivitas
berikut sarana prasarana penunjang aktivitas ke zona aman dari bencana.

b. Tindakan Adaptasi
Upaya penanganan kawasan rawan bencana melalui teknis adaptasi melalui
rekayasa teknis, ketentuan khusus untuk konstruksi bangunan, serta sistem
peringatan dini (early warning system).

c. Tindakan Proteksi
Upaya penanganan kawasan rawan bencana melalui upaya preservasi dapat berupa
proteksi terhadap kawasan yang memiliki potensi rawan bencana guna
meningkatkan kualitas lingkungan alami. Misalnya: pembangunan waduk, tanggul,

sea wall, atau tembok pemecah gelombang.

Integrasi program API dilakukan berdasarkan program-program yang telah dituangkan
dalam dokumen-dokumen perencanaan yang memiliki fungsi sebagai salah satu upaya
untuk rencana aksi daerah dalam adaptasi perubahan iklim. Perumusan kebijakan rencana
aksi daerah dalam adaptasi perubahan iklim yang berdimensi ruang, yang meliputi retreat,

protektif, dan akomodatif yang membutuhkan ruang. Program-program yang telah tertuang
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dan program-program rekomendasi selanjutnya digolongkan menjadi 3 (tiga) konsep

tersebut. Adapun pengertian dari masing-masing adalah sebagai berikut:

a. Tindakan retreat
Upaya ini dilakukan dengan tidak melawan proses dinamika alami yang terjadi,
tetapi mengalah pada proses alam dan menyesuaikan peruntukan sesuai dengan
kondisi perubahan alam yang terjadi akibat perubahan iklim.

b. Tindakan protektif
Upaya ini dilakukan dengan membangun bangunan-bangunan fisik untuk
mengantisipasi kerawanan tersebut.

c. Tindakan akomodatif
Upaya untuk berusaha menyesuaikan dengan perubahan alam akibat kenaikan
perubahan iklim dengan memanfaatkan morfodinamika karakteristik wilayah

tersebut.

Selanjutnya program yang sudah dirumuskan kemudian diintegrasikan dengan tata ruang
yang dalam hal ini adalah pola ruang dan struktur ruang. Jenis-jenis program yang dapat
diintegrasikan adalah program yang bersifat spasial dan termasuk ke dalam klasifikasi

struktur ruang dan pola ruang yang mengacu pada Permen PU 17/20009.

m Mewujudkan Kota Tangguh dan Berketahanan Melalui Peningkatan Kualitas Tata Ruang






HASIL PENGINTEGRASIAN PROGRAM ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM DAN
PENGURANGAN RISIKO BENCANA KE DALAM TATA RUANG

Hasil analisis integrasi antara program ke dalam rencana tata ruang kota ditujukan untuk
meningkatkan kualitas rencana tata ruang kota dan mewujudkan kota tangguh bencana dan
berketahanan perubahan iklim. Hasil integrasi rencana pola ruang dan struktur ruang serta
ketentuan-ketentuan khusus yang telah diintegrasikan dapat meningkatkan kemampuan
kota dalam menghadapi bencana dan beradaptasi dengan perubahan iklim. Rencana
struktur ruang kota hasil integrasi dan ketentuan khusus peruntukan ruang ditujukan untuk
meningkatkan kapasitas dalam menghadapi bencana dan dampak perubahan iklim. Rencana
pola ruang hasil integrasi ditujukan untuk menurunkan tingkat kerentanan. Integrasi ke
dalam rencana tata ruang kota ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas dalam menghadapi
bencana dengan cara menurunkan risiko, dengan meningkatkan kapasitas dan menurunkan
kerentanan. Sebagai contoh akan dijelaskan hasil integrasi antara program ke dalam rencana
tata ruang kota yang bertujuan meningkatkan kualitas rencana tata ruang kota untuk
mewujudkan kota tangguh bencana dan berketahanan perubahan iklim di Kota Surabaya
terkait bahaya banjir rob mengingat bencana dominan di Kota Surabaya adalah banijir.
Analisis Risiko disini memiliki perbedaan dengan analisis risiko yang dilakukan pada tahap
awal. Analisis risiko yang dilakukan setelah Integrasi Program Terkait Ketangguhan Kota
Terhadap Rencana Pola Ruang adalah untuk mengetahui A Risiko. Berikut merupakan cara

perhitungan A Risiko:
A Risiko = Risiko A - Risiko B
Keterangan:
Risiko A: Risiko Setelah Integrasi Program Terkait Ketangguhan Kota ke dalam Rencana Pola Ruang

Risiko B: Risiko Sebelum Integrasi Program Terkait Ketangguhan Kota ke dalam Rencana Pola Ruang
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A Risiko ini merepresentasikan kondisi ketangguhan kota, apabila A risiko bernilai positif
maka nilai ketangguhan kota berpotensi meningkat dan jika bernilai negatif berarti nilai

ketangguhan kota menurun. Untuk lebih jelasnya akan dibahas pada masing-masing variabel

dari risiko:
1. Bahaya Banjir Rob Proyeksi

Bahaya banjir rob yang digunakan adalah hasil proyeksi bahaya banjir rob pada tahun 2030.
Adapun peta bahaya banjir rob adalah sebagai berikut:
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Gambar 16 Peta Proyeksi Rob Tahun 2030
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2. Kerentanan

Analisis Kerentanan pada tahap ini hanya memperhitungkan rencana pola ruang
sebelum proses integrasi program terkait ketangguhan kota dan rencana pola ruang
sebelum integrasi program terkait ketangguhan kota. Penggunaan rencana pola ruang
sebagai komponen kerentanan ditujukan untuk mengetahui kondisi kerentanan setelah
integrasi program. Analisis kerentanan diperoleh dari rencana pola ruang dari RTRW
Kota Surabaya dan rencana pola ruang hasil integrasi. Pembagian kelas penggunaan
lahan ke dalam tingkat kerentanan didasarkan dari nilai probabilitas penggunaan lahan
terkena bencana, apabila nilai kerentanan setelah integrasi program dan sebelum
integrasi program meningkat maka nilai ketangguhan kota berpotensi meningkat dan
berlaku sebaliknya jika nilai kerentanan menurun maka nilai ketangguhan kota
berpotensi menurun. Berdasarkan perbedaan nilai probabilitas yang berbeda dari setiap
kelas penggunaan lahan terkena bencana maka setiap kelas penggunaan lahan
diklasifikasikan ke dalam beberapa tingkat probabilitas. Karena adanya perbedaan
tingkat probabilitas, maka akan diperlukan pembobotan pada masing-masing kelas

penggunaan lahan. Adapun pembobotan masing-masing kelas penggunaan lahan

rencana pola ruang dari hasil analisis AHP yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:




Tabel 8 Bobot Rencana Pola Ruang

No. RPR Nilai
1. Permukiman 0,201
2. Industri dan pergudangan 0,170
3. Pelabuhan 0,126
4. Fasilitas umum 0,094
5. Perdagangan jasa 0,091
6. Kawasan militer 0,078
7. Perikanan 0,023
8. Sempadan/perlindungan setempat 0,021
9. Bozem 0,018
10. Mangrove 0,009

Nilai konsistensi 0,001

Sumber: Hasil Analisis, 2016

Nilai bobot ini digunakan dasar dalam penentuan nilai kerentanan, berikut merupakan bagan

yang menjelaskan analisis kerentanan:

Rencana Pola Ruang Sebelum

Integrasi program terkait
ketangguhan kota

Bobot dari setiap kelas
pengunaan lahan hasil
analisis AHP

Input data bobot setiap kelas
penggunaan lahan hasil AHP ke

dalam Rencana Pola Ruang

Rencana Pola Ruang Setelah
Integrasi program terkait
ketangguhan kota
Reclassify dari nilai Hasil

perhitungan: Peta Kerentanan
(Nilai Bobot RPR: Nilai Tertinggi

dari Bobot) x 3

Gambar 17 Alur Perumusan Kerentanan Setelah Integrasi Program
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Berdasarkan hal tersebut berikut ini adalah peta tingkat kerentanan sebelum dan sesudah

integrasi.
- 0
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Gambar 18 Peta Tingkat Kerentanan Banjir Rob Sebelum Integrasi Program
Terkait Ketangguhan Kota Terhadap Rencana Pola Ruang
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Gambar 19 Peta Tingkat Kerentanan Banjir Rob Setelah Integrasi Program
Terkait Ketangguhan Kota Terhadap Rencana Pola Ruang
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3. Kapasitas

Penilaian tingkat kapasitas didasarkan pada parameter penilaian kapasitas yang telah

dijabarkan, sebagai berikut:

Tabel 9 Parameter Kapasitas

Kelas

Parameter Bobot
Rendah | Sedang | Tinggi

Ketersediaan Alokasi Sumber Daya
Ketersediaan Program Terkait Pengurangan

Risiko Bencana
T 100 <0,33 |0,33-066 | >0,66
Pelaksanaan Penyuluhan dan Sosialisasi

Tingkat Pertumbuhan Permukiman

Ketersediaan Program Simulasi Bencana
Sumber: Perka BNPB No. 2 Tahun 2012

Penilaian kapasitas sebelum integrasi didasarkan pada penilaian kapasitas eksisting dan
penilaian kapasitas setelah integrasi didasarkan pada ketentuan khusus peruntukan lahan
dan hasil integrasi rencana struktur ruang. Adapun kapasitas yang mengalami perubahan
proyeksi setelah integrasi adalah peningkatan pada Ketersediaan alokasi sumber daya.
Indikator tersebut dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) kelas yakni rendah, sedang dan

tinggi dimana:

a. Rendah : tidak tersedia peralatan maupun SDM/Organisasi/Forum
b. Sedang : tersedia salah satu antara peralatan atau SDM/Organisasi/Forum
c. Tinggi : tersedia peralatan dan SDM/QOrganisasi/Forum
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Berdasarkan perbandingan kedua peta tersebut, terlihat bahwa melalui kajian ini terdapat

rekomendasi pembangunan infrastruktur pengurang risiko bencana, seperti:

a.  Sumur resapan
b. Flood proofing
c. Bangunan tahan banjir
d. Drainase sistem polder

e. Teknologi penyerapan air

Program rekomendasi terkait pengurangan risiko baik dalam bentuk proteksi, adaptasi
ataupun relokasi memiliki korelasi positif terhadap peningkatan kapasitas yang sangat
berhubungan dengan salah satu parameter penyusun kapasitas yaitu ketersediaan program
terkait pengurangan risiko bencana. Adapun hasil penilaian kapasitas di Kota Surabaya

sebelum dan sesudah integrasi program terkait ketangguhan kota ke dalam rencana struktur

dan pola ruang adalah sebagai berikut:
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Gambar 20 Peta Kapasitas Sebelum Integrasi Program Terkait Ketangguhan Kota
ke dalam Rencana Struktur dan Pola Ruang
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Gambar 21 Peta Kapasitas Hasil Integrasi Program Terkait Ketangguhan Kota
ke dalam Rencana Struktur dan Pola Ruang
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4. Risiko

Berdasarkan hal tersebut, peningkatan kualitas rencana tata ruang kota ini dapat dilihat
berdasarkan hasil analisis risiko antara RTRW Kota Surabaya dan rencana tata ruang setelah
diintegrasikan dengan program-program PRB dan APIL Peta KRB proyeksi yang digunakan
adalah peta proyeksi bencana banjir rob tahun 2030 telah dirumuskan dari permodelan.
Berikut ini adalah perbandingan peta hasil analisis risiko antara rencana tata ruang kota dari

RTRW Kota Surabaya dengan rencana tata ruang hasil integrasi:
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Gambar 22 Peta Perbandingan Risiko Proyeksi Banjir Rob Tahun 2030 Antara RTRW
Kota Surabaya dan Rencana Tata Ruang Setelah Integrasi Program
Terkait Ketangguhan Kota ke dalam Rencana Pola Ruang
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Berdasarkan perbandingan peta di atas, berikut ini adalah tabel hasil perbandingan luas

antara risiko proyeksi sebelum integrasi dan setelah integrasi program PRB dan API ke dalam

rencana tata ruang:

Tabel 10 Perbandingan Risiko Proyeksi Tahun 2030 Sebelum dan Setelah Integrasi

Program PRB dan API ke dalam Rencana Pola Ruang dan Struktur Ruang

Rendah (Ha) Sedang (Ha) Tinggi (Ha)
Kecamatan

Baseline Proyeksi Baseline Proyeksi Baseline Proyeksi
Kecamatan Asem Rowo 295.72 352.95 34.44 278.89 1202.63 901.04
Kecamatan Benowo 714.45 803.08 62.85 477.27 1742.54 1239.47
Kecamatan Bubutan 209.05 32237 113.77 67.85 67.40 0.00
Kecamatan Bulak 90.51 336.32 303.80 27447 229.14 12.65
Kecamatan Dukuh Pakis 1055.67 1055.67 0 0 0 0
Kecamatan Gayungan 589.35 589.35 0 0 0 0
Kecamatan Genteng 343.98 413.26 69.29 0 0 0
Kecamatan Gubeng 757.08 765.67 8.65 14.23 28.87 14.70
Kecamatan Gununganyar 886.95 907.40 23.92 112.72 109.34 0
Kecamatan Jambangan 409.81 409.81 0 0 0 0
Kecamatan Karangpilang 997.60 997.60 0 0 0 0
Kecamatan Kenjeran 78.77 330.34 434.09 522.16 351.20 11.68
Kecamatan Krembangan 242.22 329.30 88.38 43417 541.53 108.66
Kecamatan Lakarsantri 1927.19 1927.19 0 0 0 0
Kecamatan Mulyorejo 1019.03 1090.78 64.08 458.70 657.23 190.85
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Rendah (Ha) Sedang (Ha) Tinggi (Ha)
Kecamatan
Baseline Proyeksi Baseline Proyeksi Baseline Proyeksi
Kecamatan Pabean Cantian 23817 375.63 137.76 165.98 166.20 0.49
Kecamatan Pakal 1362.22 1502.62 225.09 269.76 31742 132.28
Kecamatan Rungkut 1803.93 1843.84 38.89 452.53 453.56 0
Kecamatan Sambikerep 1723.09 1723.09 0 0 0 0
Kecamatan Sawahan 511.57 570.30 58.74 145.52 145.80 0.29
Kecamatan Semampir 131.61 289.46 152.26 542.16 598.78 51.04
Kecamatan Simokerto 236.76 246.66 10.10 20.21 23.17 317
Kecamatan Sukolilo 2514.45 2527.10 11.23 488.50 489.93 0
Kecamatan Sukomanunggal 738.62 738.03 0.02 164.18 190.67 27.10
Kecamatan Tambaksari 430.15 515.05 85.75 298.49 368.22 70.58
Kecamatan Tandes 502.82 527.35 25.98 287.74 448.65 162.35
Kecamatan Tegalsari 378.09 428.71 50.58 2.02 2.05 0
Kecamatan Tenggilis Mejoyo 580.36 582.22 1.95 042 0.33 0
Kecamatan Wiyung 1105.09 1105.09 0 0 0 0
Kecamatan Wonocolo 652.24 652.24 0 0 0 0
Kecamatan Wonokromo 828.02 828.02 0 0 0 0
Total 23354.57 | 25086.52 2001.61 5477.97 | 8134.64 2926.36

Sumber: Hasil Analisis, 2016
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Berdasarkan hasil analisis diatas diketahui bahwa luasan wilayah dengan tingkat risiko
rendah dan sedang mengalami peningkatan, dan luasan wilayah dengan tingkat risiko tinggi
mengalami penurunan setelah integrasi program-program PRB dan API ke dalam RTRW,
yakni dari 8.134,64 Ha turun menjadi 2.926,36 Ha. Adapun rincian dari persentase secara

perbandingan tingkat risiko antara sebelum dan setelah integrasi adalah sebagai berikut:

Tabel 11 Perubahan Luas Wilayah dengan Tingkat Risiko Banjir Rob
Sebelum dan Setelah Integrasi Program PRB dan API Ke dalam RTRW

TINGKAT RISIKO LUAS (HA) PERUBAHAN PERSENTASE PERUBAHAN

23.354,57

Rendah 1.731,95 517%
25.086,52
2.001,61

Sedang 3.476,36 10,38%
5.477,97
8.134,64

Tinggi >-208,29 15,55%
2.926,36 (Menurun)

Sumber: Hasil Analisis, 2016

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa penurunan risiko sebelum dan sesudah integrasi
sebesar 15,55% dari tingkat risiko tinggi menjadi tingkat risiko sedang dan rendah.
Peningkatan risiko sedang dan rendah masing-masing sebesar 10,38% dan 5,17%. Maka,
dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya peningkatan kualitas tata ruang dapat meningkatkan

ketangguhan kota terhadap bencana dan perubahan iklim sebesar 15,55%.
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Tabel Indikator Penilaian Ketangguhan Kota

Parameter
Indikator Keterangan
1 2 3 4 5
Tata Ruang
Pemetaan kawasan Seluruh jenis 4-5 bencana -3 bencana Salah satu Seluruh
rawan bencana untuk bencana bencana Jumlah peta KRB daerah
Co belum belum bencana .
seluruh jenis bencana belum terpetakan terpetakan belum terpetakan studi
[2] terpetakan P P terpetakan P
Keberadaaan rencana
pola ruang Perbandingan luas di area
permukiman >80% di zona 60-80% di 40-60% di 20-40% di <20% di zona rawan bencana gunung api
terhadap area rawan rawan zona rawan zona rawan zona rawan rawan kategori sedang dan tinggi
bencana gunung api terhadap luas keseluruhan
3]
Kzﬁ;e:icai:aan rencana Perbandingan luas di area
SR >80%dizona |  60-80% di 40-60% di 20-40%di | <20%dizona | rawan bencana tsunami
'toerhada area rawan rawan zona rawan zona rawan zona rawan rawan kategori sedang dan tinggi
bencanaptsunami 3] terhadap luas keseluruhan
Kj)ae:ij:aan rencana Perbandingan luas di area
e >80%dizona |  60-80% di 40-60% di 20-40%di | <20% dizona rawan bencana banjir
ferhada area rawan rawan zona rawan zona rawan zona rawan rawan kategori sedang dan tinggi
bencan:fbanjir 3] terhadap luas keseluruhan
Keberadaaan rencana
pola ruang Perbandingan luas di area
permukiman >80% di zona 60-80% di 40-60% di 20-40% di <20% di zona rawan bencana gempa
terhadap area rawan rawan zona rawan zona rawan zona rawan rawan kategori sedang dan tinggi
bencana gempa terhadap luas keseluruhan
bumi [3]
Keberadaaan rencana Perbandingan luas di area
pola ruang >80% dizona |  60-80% di 40-60% di 20-40%di | <20%dizona | AWan bencanalongsor
permukiman kategori rendah, sedang
rawan zona rawan zona rawan zona rawan rawan A
terhadap area rawan dan tinggi terhadap luas
bencana longsor [3] keseluruhan
Keberadaaan rencana Perbandingan luas di area
pola ruang rawan bencana kekeringan
permukiman >80% di zona 60-80% di 40-60% di 20-40% di <20% di zona kategori agak kerin din
terhadap area rawan rawan zona rawan zona rawan zona rawan rawan goriag 9
bencana kekeringan kering terhadap luas
keseluruhan
3]
Keberad . .
eberadaaan rencana Perbandingan luas di area
pola ruang industri . . . . . .
terhadap area rawan >80% di zona 60-80% di 40-60% di 20-40% di <20% di zona rawan bencana gunung api
bencan;) unUNG api rawan zona rawan zona rawan zona rawan rawan kategori sedang dan tinggi
3] 9 9ap terhadap luas keseluruhan
Keberadaaan rencana Perbandingan luas di area
pola ruang industri >80% di zona 60-80% di 40-60% di 20-40% di <20% di zona rawan bencana tsunami
terhadap area rawan rawan zona rawan zona rawan zona rawan rawan kategori sedang dan tinggi
bencana tsunami [3] terhadap luas keseluruhan
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Parameter

Indikator Keterangan
1 2 3 4 5
Keberadaaan rencana Perbandingan luas di area
pola ruang industri >80% di zona 60-80% di 40-60% di 20-40% di <20% di zona rawan bencana banjir
terhadap area rawan rawan zona rawan zona rawan zona rawan rawan kategori sedang dan tinggi
bencana banjir [3] terhadap luas keseluruhan
Kzlt;e:i::aai:(gir;tc:na Perbandingan luas di area
P 9 >80% di zona 60-80% di 40-60% di 20-40% di <20% di zona rawan bencana gempa
terhadap area rawan . N
rawan zona rawan zona rawan zona rawan rawan kategori sedang dan tinggi
bencana gempa
) terhadap luas keseluruhan
bumi [3]
R
pola ruang industri >80% di zona 60-80% di 40-60% di 20-40% di <20% di zona - 9
kategori rendah, sedang
terhadap area rawan rawan zona rawan zona rawan zona rawan rawan A
bencana longsor [3] dan tinggi terhadap luas
keseluruhan
Keberadaaan rencana Perbandingan luas di area
pola ruang industri | g0, 4 sona | 60-80% di 40-60% di 20-40%di | <20% dizona | '2Wanbencana kekeringan
terhadap area rawan rawan zona rawan zona rawan zona rawan rawan kategori agak kering dan
bencana kekeringan kering terhadap luas
3] keseluruhan
Keberadaaan rencana
| Jasa, . .
Egni;:?jr;i asa Perbandingan luas di area
Pelavanan Umnum >80% di zona 60-80% di 40-60% di 20-40% di <20% di zona rawan bencana gunung api
Y rawan zona rawan zona rawan zona rawan rawan kategori sedang dan tinggi
terhadap area rawan
. terhadap luas keseluruhan
bencana gunung api
[2]
Keberadaaan rencana
pola ruang Jasa, Perbandingan luas di area
Kantor dan >80% di zona 60-80% di 40-60% di 20-40% di <20% di zona rawan bencana tsunami
Pelayanan Umum rawan zona rawan zona rawan zona rawan rawan kategori sedang dan tinggi
terhadap area rawan terhadap luas keseluruhan
bencana tsunami [2]
Keberadaaan rencana
pola ruang Jasa, Perbandingan luas di area
Kantor dan >80% di zona 60-80% di 40-60% di 20-40% di <20% di zona rawan bencana banjir
Pelayanan Umum rawan zona rawan zona rawan zona rawan rawan kategori sedang dan tinggi
terhadap area rawan terhadap luas keseluruhan
bencana banjir [2]
Keberadaaan rencana
|
Ezni;l::;i Jasa, Perbandingan luas di area
Pelavanan Umum >80% di zona 60-80% di 40-60% di 20-40% di <20% di zona rawan bencana gempa
Y rawan zona rawan zona rawan zona rawan rawan kategori sedang dan tinggi
terhadap area rawan
terhadap luas keseluruhan
bencana gempa
bumi [2]
Keberadaaan rencana Perbandingan luas di area
pola ruang Jasa, rawan bencana longsor
Kantor dan >80% di zona 60-80% di 40-60% di 20-40% di <20% di zona . 9
kategori rendah, sedang
Pelayanan Umum rawan ZOona rawan ZOona rawan ZOona rawan rawan . .
terhadap area rawan dan tinggi terhadap luas
keseluruhan
bencana longsor [2]
Keberadaaan rencana Perbandingan luas di area
pola ruang Jasa, >80% dizona |  60-80% di 40-60% di 20-40%di | <20% dizona | '2Wanbencana kekeringan
Kantor dan kategori agak kering dan
rawan zona rawan zona rawan zona rawan rawan

Pelayanan Umum
terhadap area rawan

kering terhadap luas
keseluruhan
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Indikator Keterangan
1 2 3 4 5
bencana kekeringan
[2]
Keberadaaan rencana
pola ruang Perbandingan luas di area
Infrastruktur dasar >80% di zona 60-80% di 40-60% di 20-40% di <20% di zona rawan bencana gunung api
terhadap area rawan rawan zona rawan zona rawan zona rawan rawan kategori sedang dan tinggi
bencana gunung api terhadap luas keseluruhan
3]
KzEe:ic;Izaan rencana Perbandingan luas di area
P 9 >80% di zona 60-80% di 40-60% di 20-40% di <20% di zona rawan bencana tsunami
Infrastruktur dasar . L
rawan zona rawan zona rawan zona rawan rawan kategori sedang dan tinggi
terhadap area rawan
. terhadap luas keseluruhan
bencana tsunami [3]
KzEe:ic;I:aan rencana Perbandingan luas di area
e dasar >80%dizona |  60-80% di 40-60% di 20-40%di | <20% dizona rawan bencana banjir
rawan zona rawan zona rawan zona rawan rawan kategori sedang dan tinggi
terhadap area rawan
" terhadap luas keseluruhan
bencana banjir [3]
Keberadaaan rencana
pola ruang Perbandingan luas di area
Infrastruktur dasar >80% di zona 60-80% di 40-60% di 20-40% di <20% di zona rawan bencana gempa
terhadap area rawan rawan zona rawan zona rawan zona rawan rawan kategori sedang dan tinggi
bencana gempa terhadap luas keseluruhan
bumi [3]
Keberadaaan rencana Perbandingan luas di area
pola ruang >80% dizona |  60-80% di 40-60% di 20-40%di | <20%dizona | /AWan bencanalongsor
Infrastruktur dasar kategori rendah, sedang
rawan zona rawan zona rawan zona rawan rawan A
terhadap area rawan dan tinggi terhadap luas
bencana longsor [3] keseluruhan
Keberadaaan rencana Perbandingan luas di area
pola ruang rawan bencana kekeringan
Infrastruktur dasar >80% di zona 60-80% di 40-60% di 20-40% di <20% di zona . <ering
kategori agak kering dan
terhadap area rawan rawan zona rawan zona rawan zona rawan rawan .
. kering terhadap luas
bencana kekeringan
keseluruhan
3]
K:ﬁfzij:: ruang Perbandingan luas di area
stistin terhada >80% di zona 60-80% di 40-60% di 20-40% di <20% di zona rawan bencana gunung api
9 P rawan zona rawan zona rawan zona rawan rawan kategori sedang dan tinggi
area rawan bencana
. terhadap luas keseluruhan
gunung api [3]
Keberadaaan ruang . .
ermukiman Perbandingan luas di area
permy >80% di zona 60-80% di 40-60% di 20-40% di <20% di zona rawan bencana tsunami
eksisting terhadap . L
rawan zona rawan zona rawan zona rawan rawan kategori sedang dan tinggi
area rawan bencana
: terhadap luas keseluruhan
tsunami [3]
K:kr)niflzjiz?:: ruang Perbandingan luas di area
permt >80% di zona 60-80% di 40-60% di 20-40% di <20% di zona rawan bencana banjir
eksisting terhadap . Lo
rawan zona rawan zona rawan zona rawan rawan kategori sedang dan tinggi
area rawan bencana
" terhadap luas keseluruhan
banjir [3]
Keberadaaan ruang Perbandingan luas di area
permukiman >80% di zona 60-80% di 40-60% di 20-40% di <20% di zona rawan bencana gempa
eksisting terhadap rawan zona rawan zona rawan zona rawan rawan kategori sedang dan tinggi

area rawan bencana

terhadap luas keseluruhan
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Indikator Keterangan
1 2 3 4 5
gempa bumi [3]
Keberadaaan ruang Perbandingan luas di area
permukiman >80% dizona | 60-80% di 40-60% di 20-40%di | <20%dizona | AWan bencanalongsor
eksisting terhadap kategori rendah, sedang
rawan zona rawan zona rawan zona rawan rawan A
area rawan bencana dan tinggi terhadap luas
longsor [3] keseluruhan
Keberadaaan ruang Perbandingan luas di area
permukiman >80% dizona |  60-80% di 40-60% di 20-40%di | <20% dizona | '2Wanbencana kekeringan
eksisting terhadap kategori agak kering dan
rawan zona rawan zona rawan zona rawan rawan A
area rawan bencana kering terhadap luas
kekeringan [3] keseluruhan
K . .
inijbue:;rtfir?ZE:iZt::ang Perbandingan luas di area
9 >80% di zona 60-80% di 40-60% di 20-40% di <20% di zona rawan bencana gunung api
terhadap area rawan . o
. rawan zona rawan zona rawan zona rawan rawan kategori sedang dan tinggi
bencana gunung api
3] terhadap luas keseluruhan
Keberadaaan ruang Perbandingan luas diarea
industri eksisting >80% di zona 60-80% di 40-60% di 20-40% di <20% di zona rawan bencana tsunami
terhadap area rawan rawan zona rawan zona rawan zona rawan rawan kategori sedang dan tinggi
bencana tsunami [3] terhadap luas keseluruhan
Keberadaaan ruang Perbandingan luas di area
industri eksisting >80% di zona 60-80% di 40-60% di 20-40% di <20% di zona rawan bencana banjir
terhadap area rawan rawan zona rawan zona rawan zona rawan rawan kategori sedang dan tinggi
bencana banjir [3] terhadap luas keseluruhan
:;edbuir;flzzsizﬂrsang Perbandingan luas di area
9 >80% di zona 60-80% di 40-60% di 20-40% di <20% di zona rawan bencana gempa
terhadap area rawan . N
rawan zona rawan zona rawan zona rawan rawan kategori sedang dan tinggi
bencana gempa
. terhadap luas keseluruhan
bumi [3]
Keberadaaan ruang ravan bencana ongior.
industri eksisting >80% di zona 60-80% di 40-60% di 20-40% di <20% di zona - 9
kategori rendah, sedang
terhadap area rawan rawan zona rawan zona rawan zona rawan rawan A
dan tinggi terhadap luas
bencana longsor [3]
keseluruhan
Keberadaaan ruang Perbandingan luas di area
industri eksisting >80% dizona |  60-80% di 40-60% di 20-40%di | <20% dizona | '2Wanbencana kekeringan
terhadap area rawan kategori agak kering dan
. rawan ZOona rawan Zona rawan ZOona rawan rawan .
bencana kekeringan kering terhadap luas
[3] keseluruhan
Keberadaaan ruang
Jasa, Kantor dan Perbandingan luas di area
Pelayanan Umum >80% di zona 60-80% di 40-60% di 20-40% di <20% di zona rawan bencana gunung api
eksisting terhadap rawan zona rawan zona rawan zona rawan rawan kategori sedang dan tinggi
area rawan bencana terhadap luas keseluruhan
gunung api [2]
Keberadaaan ruang
Jasa, Kantor dan Perbandingan luas di area
Pelayanan Umum >80% di zona 60-80% di 40-60% di 20-40% di <20% di zona rawan bencana tsunami
eksisting terhadap rawan zona rawan zona rawan zona rawan rawan kategori sedang dan tinggi

area rawan bencana
tsunami [2]

terhadap luas keseluruhan
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Indikator Keterangan
1 2 3 4 5

Keberadaaan ruang
Jasa, Kantor dan Perbandingan luas di area
Pelayanan Umum >80% di zona 60-80% di 40-60% di 20-40% di <20% di zona rawan bencana banjir
eksisting terhadap rawan zona rawan zona rawan zona rawan rawan kategori sedang dan tinggi
area rawan bencana terhadap luas keseluruhan
banjir [2]
Keberadaaan ruang
Jasa, Kantor dan Perbandingan luas di area
Pelayanan Umum >80% di zona 60-80% di 40-60% di 20-40% di <20% di zona rawan bencana gempa
eksisting terhadap rawan zona rawan zona rawan zona rawan rawan kategori sedang dan tinggi
area rawan bencana terhadap luas keseluruhan
gempa bumi [2]
;(aesk;e:éi::ti)ind;unang Perbandingan luas di area

' . . . . . |
Pelayanan Umum >80% di zona 60-80% di 40-60% di 20-40% di <20% di zona rawan k?encana ongsor
eksisting terhad kategori rendah, sedang

g terhadap rawan zona rawan zona rawan zona rawan rawan AN

area rawan bencana dan tinggi terhadap luas
longsor [2] keseluruhan
fait;er;::taoarnd;unang Perbandingan luas di area

X ' ' ' ' ' kekeri
Pelayanan Umum >80% di zona 60-80% di 40-60% di 20-40% di <20% di zona rawan bgncana exeringan
eksistin h kategori agak kering dan

g terhadap rawan zona rawan zona rawan zona rawan rawan :
area rawan bencana kering terhadap luas
kekeringan [2] keseluruhan
Keberadaaan ruang . .
Infrastruktur dasar Perbandingan luas di area
eksisting terhada >80% di zona 60-80% di 40-60% di 20-40% di <20% di zona rawan bencana gunung api
area ravgan bencaaa rawan zona rawan zona rawan zona rawan rawan kategori sedang dan tinggi
gunung api [3] terhadap luas keseluruhan
Keberadaaan ruang . .
Infrastruktur dasar Perbandingan luas di area
eksisting terhada >80% di zona 60-80% di 40-60% di 20-40% di <20% di zona rawan bencana tsunami
area ravsan bencar;a rawan zona rawan zona rawan zona rawan rawan kategori sedang dan tinggi
tsunami [3] terhadap luas keseluruhan
E\i&:sr;iifj:dr::;g Perbandingan luas di area
eksisting terhada >80% di zona 60-80% di 40-60% di 20-40% di <20% di zona rawan bencana banjir
area ravgan bencar;a rawan zona rawan zona rawan zona rawan rawan kategori sedang dan tinggi
banjir [3] terhadap luas keseluruhan
E\i?:sr;ii:j:dr::;g Perbandingan luas di area
eksisting terhada >80% di zona 60-80% di 40-60% di 20-40% di <20% di zona rawan bencana gempa
area ra\Ag/an bencarr)wa rawan zona rawan zona rawan zona rawan rawan kategori sedang dan tinggi
gempa bumi [3] terhadap luas keseluruhan
Keberadaaan ruang Perbandingan luas di area
Infrastruktur d . . . . . b |
[hras Tuictul casar >80% dizona |  60-80% di 40-60% di 20-40%di | <20%dizona | | owon encanalongsor
eksisting terhadap kategori rendah, sedang
rawan zona rawan zona rawan zona rawan rawan A
area rawan bencana dan tinggi terhadap luas
longsor [3] keseluruhan
Keberadaaan ruang Perbandingan luas di area
Infrastruktur dasar |, g0, gizona | 60-80% i 40-60% di 20-40%di | <20% dizona | '2Wanbencana kekeringan
eksisting terhadap kategori agak kering dan
rawan ZOona rawan ZOona rawan ZOna rawan rawan .

area rawan bencana kering terhadap luas
kekeringan [3] keseluruhan

Infrastruktur Dasar
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Indikator Keterangan
1 2 3 4 5
Ketersediaan dan
instalasi ) )
pZIri‘r(:criipnantZri]:da:l Jumlah infrastruktur (air
ipnfrastruk%ur dasarp <20% 20%-40% 40%-60% 60%-80% >80% bersih, gardu listrik, menara
(Instalasi air bersih Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur BTS) yang terinstalasi
Listrik dan ' terinstalasi terinstalasi terinstalasi terinstalasi terinstalasi pelindung bencana.
Telekomunikasi) pada pelindung pelindung pelindung pelindung pelindung (Jumlah instalasi/jumlah
saat terjadi benc:na infrastruktur) x 100%
[2]
Luasan jangkauan Jangkauan Jangkauan Jangkauan Jangkauan Jangkauan (Luas jangkauan total
dari system area rawan area rawan area rawan area rawan area rawan EWS /Ifua? Area rawan
peringatan dini (EWS) bencana bencana 20%- bencana 40%- bencana 60%- bencana Bencana) x 100%
12l <20% 40% 60% 80% >80% °
Presentase ) ) ) ) ) (Panjang jaringan listrik
pemakaian listrik >80% di area 61-80% di 41-60% di 20-40 % di <20% di area diarea rawan bencana
rawan area rawan area rawan area rawan rawan . .
pada area rawan dominan/panjang total
. bencana bencana bencana bencana bencana o o
bencana dominan [2] jaringan listrik) x 100%
(Panjang ruas jaringan
Ketersediaan fasilitas <20% 20-40 % 41-60% 61-80% >80% kabel yang tidak
komunikasi berbasis pemakaian pemakaian pemakaian pemakaian pemakaian .
. . . . . mengalami gangguan saat
kabel tanpa berfungsi berfungsi berfungsi berfungsi berfungsi T X
. terjadi bencana/panjang
rintangan [2] normal normal normal normal normal
total) x 100%
Tersedianya akses air <20% 20-40% 41-60% 61-80% >80% (Panjang ruas jaringan air
bersih dan adanya pemakaian pemakaian pemakaian pemakaian pemakaian bersih dipermukiman yang
kepastian kualitas air berfungsi berfungsi berfungsi berfungsi berfungsi tidak terganggu/panjang
minum yang layak [2] normal normal normal normal normal total) x 100%

Kapasitas cadangan
sumber air yang
terlindungi cukup

Cadangan air

Cadangan air

Cadangan air

Cadangan air

Cadangan air

(Jumlah cadangan air
bersih/jumlah kebutuhan

untuk melayani <20% 20-40% 41-60% 61-80% >80% X i
R air bersih) x 100%
wilayah rawan
bencana [2]
(Kapasitas total drainase
() 0, (o) 0, 0,
Kapasitas drainase ) <20% ) ) 20-40% ) ) 41-60% ) ) 61-80% ) ) >80% ) diarea rawan bencana
limpasan air limpasan air limpasan air limpasan air limpasan air " .
kota [2] . K K . R banjir/rata-rata limpasan
hujan hujan hujan hujan hujan . .
hujan maksimal) x 100%
iadi iadi iadi iadi Rekam gangguan
Gangguan Pelayanan Terjadi Terjadi Terjadi Terjadi Tidak terjadi | i bersih
Air bersih Kota [2] gangguan > gangguan 48 gangguan 24- gangguan gangguan pelayanan air bersi
5 hari jam =5 hari 48 jam beberapa jam terburuk karena bencana
. <20% 20-40% 41-60% 61-80% >80% (Panjang jalan dengan
Kondisi jalan dan . . . . . o .
berfungsi berfungsi berfungsi berfungsi berfungsi kondisi baik/total panjang
pelayanannya [2] .
normal normal normal normal normal jalan) x 100%
I <20% 20-40% 41-60% 61-80% >80% (Jumlah jembatan yang
Kualitas jembatan . . . . . : .
berfungsi berfungsi berfungsi berfungsi berfungsi berfungsi normal/jumlah
dan pelayanannya [2] .
normal normal normal normal normal total jembatan) x 100%
Fungsi pelayanan <20% 20-40% 41-60% 61-80% >80% (Jumlah jembatan yang
dari jalur rel kereta berfungsi berfungsi berfungsi berfungsi berfungsi berfungsi normal/jumlah
api [2] normal normal normal normal normal total jembatan) x 100%
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Indikator Keterangan
1 2 3 4 5
(Jumlah penumpang
. . <20% 20-40% 41-60% 61-80% >80% operasional
Kapasitas operasional . . . . . : .
) kapasitas kapasitas kapasitas kapasitas kapasitas maksimal/kapasitas
stasiun [2] . . . . . . .
maksimal maksimal maksimal maksimal maksimal operasional maksimal) x
100%
(Jumlah penumpang
. . <20% 20-40% 41-60% 61-80% >80% operasional
Kapasitas operasional . . . . . : .
) kapasitas kapasitas kapasitas kapasitas kapasitas maksimal/kapasitas
terminal [2] Rk . . R . . .
maksimal maksimal maksimal maksimal maksimal operasional maksimal) x
100%
(Jumlah penumpang
Kanasitas operasional <20% 20-40% 41-60% 61-80% >80% operasional
P P kapasitas kapasitas kapasitas kapasitas kapasitas maksimal/kapasitas
bandar udara [2] i R R R i K i
maksimal maksimal maksimal maksimal maksimal operasional maksimal) x
100%
(Jumlah penumpang
. . <20% 20-40% 41-60% 61-80% >80% operasional
Kapasitas operasional . . . . . : .
kapasitas kapasitas kapasitas kapasitas kapasitas maksimal/kapasitas
pelabuhan [2] . R R R i K i
maksimal maksimal maksimal maksimal maksimal operasional maksimal) x
100%
Kapasitas orasarana <20% 20%-40% 40%-60% 60%-80% >80% (Volume produksi sampah
P P produksi produksi produksi produksi produksi harian/kapasitas maksimal
persampahan [2]
sampah sampah sampah sampah sampah TPA) x 100%
(Jumlah pemenuhan rumah
Status pemenuhan <20% 20-40% 41-60% 61-80% >80% .
. . . . ) eksiting/total backlog
backlog rumah [3] terpenuhi terpenuhi terpenuhi terpenuhi terpenuhi
perumahan) x 100%
Fasilitas Pelayanan Publik
Pelayanan
RS/Puskesmas/ (Jumlah total penduduk
Klinik/Apotek baik <20% 20%-40 % 40%-60% 60%-80% >80% terlayani berdasarkan SPM
milik pemerintah masyarakat masyarakat masyarakat masyarakat masyarakat tiap fasilitas
maupun swasta terlayani terlayani terlayani terlayani terlayani kesehatan/jumlah total
kepada masyarakat penduduk) x 100%
3]
Cakupan area yang (Luas radius total pelayanan
terlayani oleh >20% area 20-40 % area 40%-60% area | 60%-80% area >80% area .
fasilitas kesehatan/Iuas
pelayanan kesehatan kota kota kota kota kota
3] total area kota) x 100%
Tersedianya tenaga >80% 60%-80 % 40%-60% 20%-40% <20% (Jumlah guru saat ini/total
pengajar untuk siswa kekurangan kekurangan kekurangan kekurangan kekurangan kebutuhan guru) x 100%
usia sekolah [4] 9 9 9 9 9 9 °
Cakupan area yang (Luas radius total pelayanan
terlayani oleh fasilitas >20% area 20-40 % area 40%-60% area | 60%-80% area >80% area - -
fasilitas pendidikan/Iuas
pelayanan Kota Kota Kota Kota Kota
- total area kota) x 100%
pendidikan [4]
Presentase jumlah >20% hari 10%-20% hari 5%-10% hari 1%-5% hari Tidak ada hari (Rekam jumlah hari libur
hari yang diliburkan belajar belajar belajar belajar belajar
. ; . . . . . terburuk karena
dari kegiatan mengajar mengajar mengajar mengajar mengajar b | hari berlai
pendidikan karena hilang hilang hilang hilang hilang encana/total hari berlajar
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Indikator

Parameter

3

Keterangan

bencana [4]

mengajar) x 100%

Cakupan lembaga
keuangan/ bank yang

>20% area

20-40 % area

40%-60% area

60%-80% area

>80% area

(Luas radius total pelayanan
fasilitas keuangan/luas total

melayani masyarakat Kota Kota Kota Kota Kota N
2] area kota) x 100%
(Rekam jumlah hari
Kontunuitas fungsi Terjadi Terjadi Terjadi Terjadi . - gangguan pelayanan
L . Tiidak terjadi .
administrasi gangguan >5 | gangguan48 | gangguan 24- gangguan angauan pemerintah terburuk karena
pemerintahan [2] hari jam-5 hari 48 jam beberapa jam 9angg bencana/total hari berlajar
mengajar) x 100%
Tersedianya fasilitas (Uumlah total penduduk
perdagangan (pasar) >20% 20-40 % 40%-60% 60%-80% >80% terlayani berdasarkan SPM
yang dapat melayani masyarakat masyarakat masyarakat masyarakat masyarakat tiap fasilitas pasar/jumlah
masyarakat [2] total penduduk) x 100%
Sosial Ekonomi
(Jumlah penduduk yang
Mata pencaharian <20% di 20%-40% di 40%-60% di 60%-80% di >80% di bekerja disektor

utama penduduk [3]

sektor formal

sektor formal

sektor formal

sektor formal

sektor formal

formal/jumlah total
penduduk) x 100%

Tingkat partisipasi
relawan disetiap

Tidak ada

Partisipasi 20-

Partisipasi 40-

Partisipasi 60-

Partisipasi >80

Jumlah total relawan tetap

organisasi untuk relawan tetap 40 relawan 60 relawan 80 relawan relawan disetiap organisasi
masyarakat [2]
Penelitian, Teknologi dan Ekosistem
Pelaksanaan kegiatan
!(ajl'an dan StUd', Belum Sedang dalam Telah
ilmiah mengenai - - Tahap penyusunan KRAPI
e terlaksana proses Terlaksana
perubahan iklim di
Kota [4]
Adanya penerapan Penerapan GIS dalam
'teknolog'| sistem ' Belum ada Sedang dalam Teléh memll|k| penyediaan data-data
informasi geografis eneranan - roses - aplikasi sistem kebencanaan dan
untuk informasi P P P informasi perubahan iklim di SKPD
kebencanaan [4] daerah
Keaktualan data
. Update 10
terkait kebencanaan F;aZjn Update 8 Update 5 Update 3 Update 1 Jelas
dan perubahan iklim terakhir tahun terakhir | tahun terakhir | tahun terakhir | tahun terakhir
(4]
Pelaksanaan
identifikasi wilayah
kritis yang
membutuhkan Belum Sedang dalam Telah
perlindungan dan - - Penyusunan dokumen KLHS
terlaksana proses Terlaksana

pelestarian guna
mengurangi potensi
risiko bencana di
kota [4]

Perencanaan dan Perizinan
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Parameter

Indikator Keterangan
1 2 3 4 5
Ketersediaan
doki
ce)r:nnc];:aan khusus RPB dalam RPB dalam RPB berupa
ien enai RPB tidak ada inisiasi proses draft P RPB ada Jelas
9 penyusunan penyusunan
penanggulangan
bencana di daerah [2]
Ketersediaan rencana RAD-RPB RAD-RPB RAD-RPB RAD-RPB Jelas
aksi penanggulangan . dalam inisiasi dalam proses RAD-RPB ada
tidak ada berupa draft
bencana di daerah [2] penyusunan penyusunan
Ketersediaan rencana RAD-API RAD-API
- - Jel
aksi perubahan iklim BAD AP dalam inisiasi dalam proses RAD-API RAD-API ada eas
tidak ada berupa draft
di daerah [2] penyusunan penyusunan
Tersedianya
dokumen rencana Tidak ada Dalam inisiasi Dalam proses Berupa draft Ada Jelas
skenario pemulihan penyusunan penyusunan P
paska bencana [2]
Ketersediaan rencana
tata ruang yang telah
terintegrasi dengan Belum Proses Telah
upaya pengurangan . . - . - . . Jelas
risiko bencana dan Terintegrasi Integrasi Terintegrasi
adaptasi perubahan
ilkim [2]
Tingkat penerapan
perizinan tata ruang (Jumlah penerapan
kota mengenai perizinan khusus berupa
implementasi < 60% 60-70% 70 - 80% 80-90% > 90% berupa unit bangunan
bangunan tahan penerapan Penerapan penerapan penerapan penerapan tahan bencana/jumlah total
bencana pada target pembangunan) x
berbagai jenis 100%
bangunan [2]
Kemampuan Dasar Stakeholder
Adanya pemahaman <20% 20%-40% 40%-60% 60%-80% >80%
tentang bahaya dan masyarakat masyarakat masyarakat masyarakat masyarakat -
kerentanan [4] paham paham paham paham paham
Partisipasi program (Rata-rata jumlah peserta
pelatihan . Partisipasi Partisipasi Partisipasi Partisipasi Partisipasi yang hadir dalam setiap
kebencanaan dari <20% 20%-40% 20%-60% 60%-80% +80% pelatihan/rata-rata kuota
Kota untuk seluruh maksimal peserta dalam
stakeholder [4] setiap pelatihan) x 100%
Intensitas pelatihan >2 tahun 1-2 tahun 6-12 bulan 4-6 bulan 2-3 bulan Jelas
kebencanaan [4] sekali sekali sekali sekali sekali
. . .| Tidak tersedia Berupa inisasi Terdapat sesi
Ketersediaan simulasi sesi simulasi } pengadaan . simulasi Jelas
mitigasi bencana [2] mitiqasi sesi simulasi mitiasi
9 mitigasi 9
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Parameter

Indikator Keterangan
1 2 3 4 5
i::rglk":;::rentan (Jumlah masyarakat rentan
y . <20% 20%-40% 40%-60% 60%-80% . yang datang
dalam pelatihan dan . . . . >80% terlibat . !
. L terlibat terlibat terlibat terlibat pelatihan/jumlah target
simulasi mitigasi
total) x 100%
bencana [2]
Partisipasi aktif
masyarakat melalui Tidak
organisasi relawan organisasi 1-2 Organisasi | 3-4 Organisasi | 5-6 Organisasi >6 Organisasi Jelas
penanggulangan relawan
bencana [2]
Kelembagaan dan Anggaran
Ketersediaan rencana Dokumen khusus yang
dan prosedur untl.Jk Tidak Dalam inisiasi Dalam proses . berupa prosedur gntuk
penyaluran donasi terdapat envUsunan envUsunan Berupa Draft Tersedia penyaluran donasi dan
dan bantuan P peny peny bantuan keuangan di
keuangan [2] daerah
g:f:rr;?zr;lji:a (Jumlah nilai anggaran
<20% dari 20%-40% dari | 40%-60% dari 60%-80% dari >80% dari untuk dana tidak terduga
anggaran APBD yang . o
bersifat tidak habis total total total total total /rekam jumlah nilai
. kebutuhan kebutuhan kebutuhan kebutuhan kebutuhan kerugian terburuk akibat
apabila ada bencana
bencana) x 100%
[2] [3]

f (Jumlah nilai anggaran
Alokasi dana .
kontigensi yang untuk program pemulihan
hanva bisa digunakan <20% dari 20%-40% dari 40%-60% dari 60%-80% dari >80% dari paska bencana

i 9 kebutuhan kebutuhan kebutuhan kebutuhan kebutuhan /rekam jumlah nilai
untuk kepentingan .

. total total total total total kebutuhan pemulihan
pemulihan paska
bencana [2] [3] paska bencana terburuk) x

100%
Alokasi pembiayaan
dalam APBD untuk
program mitigasi di (Jumlah nilai anggaran
daerah rawan o Ano o 2no o ono terpakai untuk program
bencana dan adanya <20% dapat 20%-40% 40%-60% 60%-80% >80% dapat mitigasi bencana di area

. . . dapat dapat dapat . .
alokasi anggaran dipenuhi dipenuhi dipenuhi dipenuhi dipenuhi rawan bencana
untuk insentif P P P /jumlah nilai kebutuhan) x
pertumbuhan kota di 100%
daerah rendah rawan
bencana [2] [3]

(Jumlah nilai anggaran

Alokasi biaya untuk biaya restorasi
X <20% total 20%-40% 40%-60% total | 60%-80% total >80% total . .
restorasi bangunan biava total biava biava biava biava /rekam jumlah total nilai
penting, dan Y Y y y Y kerugian terburuk pada

ekosistem [2] [3]

teralokasikan

teralokasikan

teralokasikan

teralokasikan

teralokasikan

bangunan dan ekosistem)
x 100%

Alokasi anggaran
dalam APBD untuk
pembangunan
infrastruktur
ketahanan bencana
dan adaptasi
perubahan iklim [2]
131

<20% total
kebutuhan
teralokasikan

20%-40%
total
kebutuhan
teralokasikan

40%-60% total
kebutuhan
teralokasikan

60%-80% total
kebutuhan
teralokasikan

>80% total
kebutuhan
teralokasikan

(Jumlah nilai anggaran
untuk pembangunan
infrastruktur
/rekam jumlah nilai
kebutuhan) x 100%
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Parameter

Indikator Keterangan
1 2 3 4 5
Adanya kelompok- Belum Telah Berupa forum, komunitas
Telah -
kelompok Belum Terbentuk, Proses Terbentuk dan maupun organisasi yang
Terbentuk dan IV L
masyarakat sadar Terbentuk namun ada Pembentukan belum L memiliki struktur organisasi
S - Teroganisir P
bencana [2] inisiasi Teroganisir dan visi misi

Kerjasama terkait
pengurangan risiko
bencana dan adaptasi
perubahan iklim dengan
daerah sekitar maupun
daerah lain dalam satu
Negara maupun Negara
lain

Adanya hubungan
baik dan kerjasama
dengan daerah
sekitar dalam upaya
mitigasi bencana dan
adaptasi perubahan
iklim [2]

Kerjasama Kerjasama Kerjasama Kerjasama
dengan 1-2 dengan 3-4 dengan 5-6 dengan >6
daerah sekitar daerah sekitar daerah sekitar daerah sekitar

Tidak ada
kerjasama

Sumber: Dikembangkan dari dokumen Panduan Pengembangan Resilient City di Indonesia, UNISDR, ACCCRN dan UNFCCC
[1] Panduan Pengembangan Resilient City di Indonesia (Kementerian Agraria dan Tata Ruang) (2016)

[2] UNISDR (2014)

[3] ACCCRN (2015)

[4] UNFCCC (2010)

Dalam pengisian nilai parameter setiap indikator diatas dilakukan dengan penilaian berbasis
ekstraksi data baik data yang berupa data spasial, data sekunder BPS hingga data-data
terkait yang berasal dari studi ilmiah maupun kajian yang pernah dilakukan di daerah tempat
dilakukannya penilaian ketangguhan. Dalam proses penilaian setiap indikator, tim penilai
dapat melakukan penilaian dibeberapa indikator yang datanya tidak tersedia dengan pasti
dengan menginput nilai terendah yang merepresentasikan skenario kemungkinan terburuk
dalam suatu konsep kebencanaan. Ketidaktersediaan data dalam penilaian diharapkan tidak
melebihi 10% dari total indikator yang ada agar penilaian tetap dalam rentang yang dapat
dipercaya. Penilaian akan lebih baik dan merepresentasikan dengan tepat ketangguhan
daerah apabila hasil penilaian tersebut kembali dikonsensuskan dengan berbagai pemangku
kepentingan di daerah.

Adapun penilaian pada akhirnya dijumlahkan secara keseluruhan yang menghasilkan nilai
minimum sebesar 100 dan nilai maksimum 500. Diantara nilai tersebut diklusterkan menjadi

5 kelas yang kemudian akan menjadi kelas yang merepresentasikan tingkat ketangguhan
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daerah terhadap bencana dan perubahan iklim. Berikut ini adalah 5 kelas ketangguhan kota

berdasarkan 100 indikator ketangguhan.

100 - 179 Sangat Rendah
180 - 259 Rendah
260 - 339 Sedang
340 - 419 Baik

420 - 500 Sangat Baik

Pada akhirnya, nilai ketangguhan Kota yang dihasilkan oleh 100 indikator di atas merupakan
adaptasi secara selektif dari indikator-indikator penilaian ketangguhan yang telah ada dan
perlu dikaji dan diuji kembali di seluruh kota di Indonesia guna mengetahui kekurangan dan
kemampuannya merepresentasikan ketangguhan kota berdasarkan kenyataan yang ada di

lapangan.
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